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PEDOMAN WAWANCARA 

“Implementasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi Di Kota Banjarmasin Tahun 2022” 

No Urut : …………………………………. 

Nama Informan (Inisial) : …………………………………. 

Umur Informan : …………………………………. 

Jenis Kelamin : L / P 

Jabatan : …………………………………. 

Instansi : …………………………………. 

No Telp / Hp : …………………………………. 

Alamat : …………………………………. 
 
 

No Fokus Penelitian Indikator Pertanyaan Informan 

1 Implementasi Kebijakan 
Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Hipertensi 

Komunikasi 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Program 
Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi di Kota 
Banjarmasin? (Kejelasan) 

2. Apakah pernah mensosialisasikan kebijakan Program 
Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi kepada pihak 
pengelola program dan stakholder terkait untuk 
mengetahui maksud dan tujuan kebijakan? (Transmisi) 

3. Bagaimana mekanisme sosialisasi kebijakan 

Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi di 
instansi bapak/ibu? (Kejelasan) 

4. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi 
kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian 
Hipertensi? (Transmisi) 

5. Apakah sosialisasi kebijakan Program Pencegahan dan 
Pengendalian Hipertensi berjalan konsisten dan 
mengetahui maksud dan tujuan kebijakan oleh 
pelaksana kebijakan? (ada kendala atau permasalahan 
dalam mengimplementasikan 

kebijakan) (Konsistensi) 

 



 

 

 
No Fokus Penelitian Indikator Pertanyaan Informan 

2 Implementasi Kebijakan 
Program Pencegahan dan 
Pengendalian Hipertensi 

Sumber Daya 1. Bagaimana ketersediaan SDM dalam melaksanakan kebijakan 
Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi? Apakah sudah 
cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar 
kompetensinya dan bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada 
kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM? (SDM) 

2. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam 
mendukung pelaksananaan kebijakan Program Pencegahan dan 
Pengendalian Hipertensi. Apakah sudah cukup sesuai kebutuhan. 
Bila cukup, berapa jumlahnya dan dianggarkan untuk apa saja, bila 
tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk 
mendukung pemenuhan anggarannya? (Proses Penganggaran) 

3. Apakah ada buku pedoman / juknis tentang kebijakan Program 
Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi di instansi bapak/ibu yang 
digunakan? (Informasi/ kewenangan dan SDM) 

4. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan di untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian 
Hipertensi? Apakah sudah terpenuhi sesuai dengan standar? bila 
sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa 
kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan 
fasilitas kesehatan dari dinas kesehatan atau dari kebijakan stakholder 
tersendiri? (Fasilitas/ Sarana dan prasarana) 

4. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam 
melaksanakan kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian 
Hipertensi. Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk 
tertulis? Bila tidak ada apa kendalanya? (Informasi/ Kewenangan) 

 

3 Implementasi Kebijakan 
Program Pencegahan dan 
Pengendalian Hipertensi 

Disposisi / 
Sikap 

1. Bagaimana peran aktif pelaksana kebijakan Program Pencegahan 
dan Pengendalian Hipertensi di instansi bapak/ibu? (Motivasi) 

2. Apa keterlibatan bapak/ibu dalam 
pelaksanaan program? (Sikap) 

3. Bagaimana komitmen pelaksana Program Pencegahan dan 
Pengendalian Hipertensi di instansi bapak/ibu dalam mendukung 
implementasi kebijakan akreditasi puskesmas? (Komitemen) 

4. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana kebijakan 
program (tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, 
apakah pelaksana kebijakan program dapat melaksanakan tugas, 
fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan? 
(Komitmen) 

5. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan program dalam 
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan 
peraturan? (Disposisi) 

 



 

4 Implementasi Kebijakan 
Program Pencegahan dan 
Pengendalian Hipertensi 

Struktur 
Birokrasi 

1. Apakah dalam melaksanakan kebijakan program ada SOP yang 
berlaku? (SOP) 

2. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam kepanitian 
program? Misalnya dari puskesmas dan masyarakat. (Fragmentasi) 

3. Apakah ada koordinasi antara lembaga/instansi/lintas sektor dalam 
melaksanakan kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian 
Hipertensi? (Alur birokrasi/ Fragmentasi) 

4. Bagaimana peran antara 

lembaga/instansi/lintas sektor untuk mendukung dalam melaksanakan 

Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi? (fragmentasi) 

5. Apakah ada kegiatan pengawasan dalam melaksanakan kebijakan 
Program Pencegahan dan Pengendalian Hipertensi agar sesuai 
dengan standard an petunjuk teknis dalam capaian keberhasilan 
program? (SOP) 

 



 

Lampiran 13 : Analisa Etik dan Emik Penelitian  

Matriks Analisis Hasil Temuan Penelitian Implementasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalian 
Hipertensi di Kota Banjarmasin 

1. Komunikasi 
a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Kunci 

Komunikasi 
Emik (Sudut Pandang Informan Kunci) Etik (Sudut Pandang 

Peneliti) I1 I2 I3 

Transmisi Komunikasi dalam hal Transmisi / 
penyebaran informasi yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah 
kota Banjarmasin dilaksanakan 
melalui proses dan tahapan yang 
berjenjang melibatkan seluruh 
bidang, sektor dan pihak ketiga 
(Konsultan). Akhirnya menciptakan 
proses komunikasi yang kompleks, 
teratur dan tersistem mulai dari 
pertemuan berisi penyusunan 
kebijakan, arah strategi, 
perencanaan, kesepakatan untuk 
menetapkan dan sinkronisasi 
intervensi seluruh program yang 
secara langsung melibatkan 
pemerintah daerah (Walikota, 
BAPPEDA LITBANG) kepada SKPD 
Bidang Kesehatan (Kepala Dinas 
Kesehatan serta Bidang P2PTM 
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)  
hingga nanti pelaporan, dan 
evaluasi hasil capaian kinerja dan 
pelaksanaan program tersebut 
sesuai dengan visi misi pemimpin 
daerah terpilih serta SPM Bidang 
Kesehatan untuk Pelayanan 
hipertensi. Lalu transmisi seluruh 

Komunikasi dalam bentuk 
transmisi yang dilakukan oleh 
pihak dinas kesehatan kota 
Banjarmasin secara khusus telah 
dikelola melalui penyusunan 
perencanaan oleh koordinator 
bidang P2PTM dan seluruh seksi 
pelayanan PTM Dinas Kesehatan 
Kota Banjarmasin untuk program 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi. Memanfaatkan media 
sosial seperti grup WA sebagai 
sarana komunikasi dengan 
bidang P2PTM di seluruh kota di 
wilayah kerja dinas kesehatan 
provinsi Kal-Sel, untuk 
menyebarkan dan bertukar 
informasi, pelaporan, hingga 
evaluasi kumulatif seluruh 
program pelayanan PTM kepada 
pemerintah daerah dan pusat. 
Pertemuan, pelaporan dan 
evaluasi program pelayanan 
hipertensi juga rutin dilakukan per 
bulan, per triwulan hingga per 
semester kepada pemerintah 
daerah yakni ke BAPPEDA 
LITBANG dan DPRD. Setelah itu 

Komunikasi dalam bentuk transmisi 
oleh seksi pelayanan PTM (berfokus 
pada pelayanan hipertensi) dengan 
melaksanakan pertemuan yang berisi 
kegiatan sosialisasi pelaksanaan 
program pelyanan pencegahan dan 
pengendalian hipertensi , pelaporan, 
dan evaluasi hasil capaian 
keberhasilan pelayanan hipertensi 
per triwulan sesuai dengan target 
SPM dari seluruh puskesmas di kota 
Banjarmasin, lalu hasil pertemuan 
akan dilaporkan kembali 
pemerintahan kota (BAPEDDA 
LITBANG) serta Dinas Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Selatan.  
Kegiatan sosialisasi juga dilakukan 
kepada seluruh kader kesehatan 
yang telah dipilih oleh setiap 
puskesmas di kota Banjarmasin, 
dimana pertemuan ini dilaksanakan 
minimal setahun sekali bertepatan 
dengan hari peringatan Hipertensi 
sedunia melibatkan juga narasumber 
yang memiliki spesialisasi di bidang 
pelayanan hipertensi. Selanjutnya 
kegiatan sosialisasi juga dapat 
dilaksanakan langsung kepada 

Proses transmisi implementasi 
program pencegahan dan 
pengendalian hipertensi 
dilakukan secara bertahap dan 
berjenjang melalui pertemuan, 
diskusi, dan sosialisasi dengan 
melibatkan berbagai pihak, 
seperti pemerintah kota, Dinas 
Kesehatan, stakeholder, dan 
masyarakat. Penyebaran 
informasi dilakukan secara 
dua arah dan demokratis 
untuk mencapai feedback, 
input, dan output yang 
dibutuhkan oleh setiap pihak. 



 

informasi yang telah diterima dan 
ditetapkan oleh SKPD Bidang 
Kesehatan akan diteruskan ke pihak 
eksekutor / pelaksana program 
yakni puskesmas- puskesmas yang 
ada di kota Banjarmasin, yang 
dalam hal ini fokusnya untuk 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi di kota Banjarmasin.  

transmisi dalam bentuk sosialisasi 
pemaparan program di dapatkan 
dan kami adapsi langsung dari 
KEMENKES RI dengan media 
zoom secara online terkait inovasi 
pelayanan program PTM 
khususnya Hipertensi. Dan 
secara offline juga dengan 
pemerintahan kota (Walikota dan 
BAPPEDA LITBANG) bersama 
seluruh seksi pelayanan P2PTM 
Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin. Adapun sosialisasi 
penetpan program- program 
tersebut akan diteruskan kepada 
pihak pemegang program / 
penanggung jawab di seluruh 
puskesmas di kota Banjarmasin 
hingga pelatihan/ workshop.  

masyarakat, dimana dalam 
pelayanan PTM Hipertensi salah satu 
program pencegahan dengan 
skrining usia produktif, sehingga 
sasaran program usia produktif yang 
kami libatkan dalam sosialisasi ialah 
lintas sektor pendidikan yakni anak 
sekolah yang termasuk dalam usia 
produktif dan guru- guru dibeberapa 
sekolah di kota Banjarmasin yang 
masih termasuk dalam sasaran usia 
produktif.  

Kejelasan Pada Kejelasan informasi yang 
diterima dan telah disampaikan oleh 
pemerintah kota dari mulai 
pemimpin daerah (Walikota) dan 
dikelola secara langsung oleh 
BAPPEDA LITBANG Pemerintah 
Kota Banjarmasin Bidang 
Perencanaan sudah jelas, hal ini 
didasarkan oleh tahapan regulasi 
dan sistem birokrasi dari 6 visi, 6 
misi  pemimpin daerah terpilh , 
penetapan kebijakan dan arah 
strategi pemerintah daerah  dalam 
12 capaian target SPM Bidang 
Kesehatan seluruhnya telah 
terdeskripsi secara jelas, rinci, dan 
tersistem. Secara khsusu masalah 
hipertensi, dimana dalam pelayanan 
kesehatan penderita hipertensi 
menegaskan bahwa setiap warga 
dan atau penderita hipertensi 

Kejelasan Informasi yang diterima 
dan disampaikan oleh 
Koordinator bidang P2PTM Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin  
merupakan bagian dari Program 
12 capaian SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) Bidang 
Kesehatan dikelola secara 
sistematis dengan adanya target / 
capaian dalam fokus untuk 
mengatasi permasalahan 
kesehatan yang disebabkan oleh 
kasus hipertensi yang terbilang 
memiliki prevalensi tinggi di kota 
Banjarmasin. Sehingga dalam 
upaya mengelola program 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi dilakukan proses 
komunikasi yang terorganisir 
mulai dari sesame penanggung 
jawab pelayanan di puskesmas, 

Kejelasan Informasi yang diterima 
dan disampaikan oleh seksi 
pelayanan PTM hipertensi Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin dalam 
implementasi pencegahan dan 
pengendalian hipertensi dilandasi 
oleh program dari pusat KEMENKES 
RI melalui capaian SPM dalam 4 
indikator utama yakni pencegahan 
melalui skrining usia produktif, 
edukasi tentang hipertensi melalui 
POSBINDU PTM oleh puskesmas di 
dalamnya juga termasuk himbuan 
CERDIK serta Pengendalian dengan 
rujukan perawatan serta pengobatan 
juga melalui himbauan PATUH.  

Kejelasan dalam implementasi 
kebijakan program 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi oleh seluruh 
informan sudah jelas tertuang, 
hal ini didasari dengan 
kebijakan, arah strategi dan 
pelaksanaan program terdapat 
dalam visi misi yang menjadi 
bagian dalam 12 capaian 
target SPM Bidang Kesehatan 
PTM secara khusus dalam 
menangani masalah hingga 
pelayanan hipertensi di kota 
Banjarmasin.  



 

berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar.  

kepala  bidang dan koordinastor 
serta seksi pelayanan PTM di 
dinas kesehatan kota 
Banjarmasin kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin untuk kemudian 
dikelola, didiskusikan, 
dilaksanakan dan didiskusikan 
bersama.      

Konsistensi Konsistensi Pemerintahan kota 
dalam implementasi kebijakan 
program  pencegahan dan 
pengendalian hipertensi terwujud 
dalam program prioritas SKPD 
Dinas Kesehatan yang mensuport 
juga misi pemerintah daerah dalam 
pemenuhan kebutuhan kesehatan 
masyarakat maupun SDM 
kesehatan untuk pengelolaan 
masalah kesehatan berhubungan 
dengan hipertensi. 

Konsistensi oleh Bidang P2PTM 
Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin terpenuhi dengan 
adanya evaluasi rutin dalam 
jangka waktu berkala setiap 
bulan, triwulan hingga per tahun 
kepada pihak pelaksana program 
di seluruh puskesmas di kota 
Banjarmasin, dan akhirnya 
menjadi bahan pelaporan pula ke 
pihak pemerintah daerah terkait 
seluruh hasil penyelenggaraan 
program pencegahan dan 
pengendalian hipertensi.  

Konsistensi yang terdeskripsi oleh 
seksi pelayanan PTM Hipertensi 
dilaksanakan dalam upaya follow-up 
rutin ke pihak puskesmas dan kader 
kesehatan selaku pelaksana program 
di lapangan, dalam kurun waktu 
terjadwal dengan kegiatan pelatihan 
kepada pemegang program dan 
kader kesehatan dalam hal promosi 
kesehatan hingga konsultasi untuk 
pengendalian hipertensi secara 
menyeluruh dan berkesinambungan 
ke sasaran program dengan 
melibatkan segala lintas sektor yang 
dapat dijangkau.  

Konsistensi dalam komunikasi 
terlihat jelas dalam 
pelaksanaan program 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi, di mana seluruh 
informan telah menunjukkan 
perhatian dan fokus yang 
tinggi. Upaya pelaksanaan 
program dari tahap pembuatan 
hingga evaluasi dilakukan 
secara rutin dan berkala 
dengan sinkronisasi yang baik. 
Terdapat regulasi dan 
organisasi yang mendukung 
program ini, sehingga 
konsistensi informasi telah 
terpenuhi secara komprehensif 
dari pencegahan hingga 
pengendalian di setiap 
lembaga yang terlibat dalam 
program. 

Kendala  Dalam proses komunikasi secara 
keseluruhan dari transmisi, 
kejelasan dan konsistensi memiliki 
kendala yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor internal dan 
eksternal yang dapat 
mempengaruhi capaian 
keberhasilan pelayanan, mulai dari 
pemangku kepentingan, pengelola 
program, serta budaya dari 

Kendala yang  dialami dalm 
komunikasi ialah kurangnya 
variasi sasaran program, dimana 
yang terlibat dalam kegiatan 
sosialisasi, POSBINDU PTM, 
Posyandu, hingga pemeriksaan 
kesehatan berkala mandiri yang 
diadakan oleh puskesmas 
dominan kalangan lansia, 
sedangkan sasaran usia produktif 

Kendala komunikasi ialah sasaran 
pada pelaksanaan proses 
komunikasi yang masih didominasi 
oleh kalangan lansia dan sulitnya 
menjangkau usia produktif, kecuali 
IRT. Itu pun dipengaruhi oleh 
kesadaran, keinginan dan motivasi 
akan kesehatan secara personal 
untuk terlibat mandiri dalam 
pelaksanaan program pencegahan 

Proses komunikasi dalam 
program kesehatan hipertensi 
masih memiliki kendala dalam 
penyebaran informasi, konten 
informasi, pihak pengelola 
informasi dan kejelasan 
informasi yang disampaikan. 
Usia lansia lebih mudah 
terlibat dalam program ini, 
namun usia produktif sulit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat itu sendiri.  dari usia 15 tahun  keatas masing 
sangat sedikit seperti anak 
sekolah, pekerja, wirausaha, dan 
kalangan lembaga-lembaga 
khusus masih sangat sedikit. 
Dimana hal ini sangat 
mempengaruhi capaian 
keberhasilan program 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi jika ingin memperolah 
hasil optimal, merata dan 
menyeluruh. Selain itu, hal ini 
juga terkendala dengan kurang 
optimalnya kerjasama dan 
keterlibatan pihak dinas 
kesehatan maupun pemegang 
program PTM di puskesmas 
dengan lintas sektor seperti dinas 
pendidikan, dinas sosial, dinas 
ketenagakerjaan, dll. Sehingga 
memang belum merata dalam 
pelaksanaan program untuk 
menjangkau sasaran di sekolah-
sekolah, kampus-kampus, 
kalangan disabilitas, ODGJ, 
hingga masyarakat di perusahaan 
maupun perkantoran. Akhirnya 
jika sudah berhasil dilaksanakan 
perlu juga dipertimbangan 
penetapan kebijakan kembali 
dalam hal waktu pelaksanaan 
program, rewrad dan keterlibatan 
penuh dari pihak-pihak terkait 
untuk dapat memenuhi 
pelaksanaan program diluar dari 
jam dan hari kerja, agar dapat 
mencapai pemenuhan sasaran 
program yang lebih bervariasi 

dan pengendalian hipertensi.  dijangkau karena pengaruh 
faktor-faktor seperti 
pengalaman, persepsi, 
motivasi, dan kesadaran 
individu dalam mengelola 
kesehatan secara mandiri. 
Selain itu, waktu pelaksanaan 
program tidak sesuai dengan 
jadwal usia produktif seperti 
jam kerja atau jam sekolah. 
Kurangnya dukungan dan 
partisipasi lintas sektor juga 
menjadi masalah dan 
berdampak pada efektivitas, 
efisiensi, dan capaian 
keberhasilan program secara 
menyeluruh dan holistik, 
terutama bagi mereka yang 
telah menderita hipertensi di 
kalangan usia produktif. 



 

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Utama 

Komunikasi 
Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang 

Peneliti) I4 I5 I6 I7 I8 

Transmisi Transmisi informasi telah 
berupaya dipenuhi dalam 
bentuk pertemuan, diskusi 
dan sosialisasi yang 
didapatkan langsung dari 
Dinas Kesehatan Kota 
Banjarmasin (Bagian 
P2PTM), dimana dalam 
kegiatan tersebut juga berisi 
penyampian laporan hasil 
serta evaluasi capaian 
keberhasilan program 
pencegahan dan 
pengendalian hipertensi 
melalui kegiatan POSBINDU 
PTM, Promosi Kesehatan, 
serta pemeriksaan/ skrining 
kesehatan oleh puskesmas 
untuk dapat dijangkau oleh 
sasaran yakni masyrakat di 
wilayah kerja puskesmas. 

Transmisi informasi 
dalam implementasi 
kebijakan program 
pencegahan dan 
pengendalian 
hipertensi telah 
dilakukan dengan 
kegiatan pertemuan 
dan lokakarya mini 
(lokmin) membahas 
tentang pelaksanaan 
program, kendala-
kendala serta hasil 
capaian target 
pelayanan hipertensi. 
Adapun kegiatan 
sosialisasi oleh dan 
bersama pihak dinas 
kesehatan kota 
Banjarmasin secara 
rutin dilakukan per 
triwulan bersama pihak 
pemegang program 
PTM Puskesmas.lalu 1 
tahun sekali diadakan 
refresh, pelatihan dan 
sosialisasi kepada 
seluruh kader 
kesehatan dari 
puskesmas dan pihak 
dinas kesehatan kota.   

Transmisi 
dilakukan dalam 
kegiatan 
pertemuan rutin 
tiga bulan sekali 
dengan pihak 
seksi pelayanan 
PTM DINKES 
Kota Banjarmasin, 
yang membahas 
tentang hipertensi, 
strategi 
pelaksanaan 
program 
pengelolaan 
manajemen 
hipertensi dari 
promosi 
kesehatan, 
skrining, 
pendekatan 
sasaran hingga 
pengendalian 
dengan himbauan 
CERDIK dan 
PATUH. Selain itu 
ada pula 
pelaporan 
mengenai hasil 
capaian seluruh 
pelayanan dalam 

Transmisi kader 
kesehatan 
diperoleh melalui 
kegiatan 
sosialisasi dan 
pelatihan 
mengenai PTM , 
khususnya dalam 
pelayanan 
hipertensi, 
diberikan 
langsung oleh 
petugas 
kesehatan di 
puskesmas. 

Transmisi kader 
kesehatan memperoleh 
informasi melalui 
kegiatan penyuluhan 
kesehatan tentang 
hipertensi secara rutin 
pada saat kegiatan 
POSBINDU, yang 
diadakan sebulan 
sekali.  

Proses penyebaran 
informasi terkait program 
pencegahan dan 
pengendalian hipertensi 
telah dilakukan melalui 
berbagai metode dan 
pendekatan dari dinas 
kesehatan ke puskesmas, 
kader kesehatan, dan 
masyarakat. Informasi 
disampaikan melalui 
pertemuan terjadwal secara 
berkala, POSBINDU PTM, 
Lokmin, edukasi kesehatan 
dengan himbauan CERDIK 
dan PATUH, serta 
sosialisasi tentang 
hipertensi dari manajemen, 
pencegahan, dan 
pengendaliannya. Program 
ini dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan 
pelaporan untuk 
memastikan capaian 
keberhasilan pelayanan 
hipertensi. 



 

program pencegahan 
dan pengendalian 
hipertensi disalurkan 
melalui kegiatan 
POSBINDU PTM dan 
promosi kesehatan 
melalui sosialisasi 
tentang hipertensi. 

pemenuhan target 
SPM Hipertensi, 
sharing mengenai 
kendala maupun 
solusi masalah di 
lapangan. 
Sosialisasi PTM 
juga dilakukan 
kepada seluruh 
kader kesehatan 
dalam kegiatan 
POSBINDU PTM.   

Kejelasan Kejelasan dalam informasi 
implementasi kebijakan 
program pencegahan dan 
pengendalian hipertensi di 
puskesmas telah jelas 
terwujud dalam seluruh 
proses kegiatan pelayanan 
hipertensi mulai dari 
skrining, promosi kesehatan 
(edukasi CERDIK dan 
PATUH) hingga pelayanan 
perawatan dan pengobatan 
untuk hipertensi yang 
diberikan saat pemeriksaan 
kesehatan, konsultasi 
maupun kegiatan 
POSBINDU PTM kepada 
masyarakat. Hal ini juga 
didukung dengan  bentuk 
informasi dalam seluruh 
rangkaian kegiatan pelatihan 
yang diberikan oleh 
puskesmas untuk seluruh 
kader kesehatan terpilih 
yakni interpretasi hasil 
pemeriksaan tekanana 
darah dengan tensimeter, 
lalu mengukur TB, 

Kejelasan diperoleh 
melalui kegiatan 
pelatihan, arahan dan 
edukasi dari petugas 
kesehatan yang 
merupakan 
penanggung jawab 
PTM bersama pihak 
dinas kesehatan 
diberikan pada seluruh 
kader kesehatan 
POSBINDU PTM, 
untuk membantu 
tenaga kesehatan di 
lapangan. Selain itu 
juga diadakan refresh 
kader setiap 1 tahun 
sekali.  

Kejelasan 
diperoleh dengan 
keterlibatan 
kepala 
puskesmas untuk 
bekerjasama 
dengan lintas 
sektor dalam 
upaya promosi 
kesehatan, 
himbauan 
CERDIK dan 
PATUH, serta 
kegiatan aksi 
seperti skrining 
dan senam 
hipertensi oleh 
puskesmas 
kepada kader 
maupun 
masyarakat.  

Kejelasan 
informasi yang 
diperoleh kader 
kesehatan 
didapatkan 
melalui kegiatan 
pelatihan tentang 
pemeriksaan 
kesehatan dan hal 
administrasi 
petunjuk 
membantu 
petugas 
kesehatan saat 
pelaksaan 
kegiatan 
POSBINDU PTM. 
Selain itu adanya 
wawasan tentang 
hipertensi dari 
pengertian, 
penyebab, tanda 
dan gejala, diet 
dan 
pengobatannya. 
Lalu  membantu 
mendorong warga 
melalui himbauan 

Kejelasan informasi  
kader kesehatan 
diperoleh melalui 
kegiatan pelatihan yang 
diberikan secara 
langsung oleh petugas 
puskesmas dari 
pemeriksaan kesehatan, 
cara mengukurnya, juga 
cara mengukur dan 
menilai hasil tekanan 
darah dengan tensi 
digital, hingga edukasi 
tentang Hipertensi, diet, 
cara pencegahan,  
pengobatan sampai 
dengan himbauan 
CERDIK yang diberikan 
bertepatan dengan 
pelaksanaan kegiatan 
senam hipertensi setiap 
akhir pecan di 
puskesmas selama 2 
kali dalam sebulan.   

Berdasarkan hasil 
pernyataan seluruh 
informan, dalam 
memperoleh kejelasan 
informasi terkait program 
pencegahan dan 
pengendalian hipertensi 
tertuang dalam seluruh 
rangakian kegiatan 
pelatihan, edukasi 
kesehatan dan 
pemeriksaan kesehatan 
yan telah jelas terencana 
secara berkesinambungan 
dari pihak dinas kesehatan 
kepada puskesmas, dan 
akhirnya kepada kader 
kesehatan.  



 

menimbang BB, menuliskan 
hasil pemeriksaan, 
pendataan hingga 
administrasi dalam kegiatan 
kesehatan POSBINDU PTM 
dilaksanakan oleh 
puskesmas.   

/ arahan untuk 
rujukan medis 
serta konsultasi 
berkala ke 
puskesmas.  

Konsistensi Konsistensi tertuang dalam 
seluruh upaya pelaksanaan 
program secara maksimal 
dari skrining, promosi 
kesehatan hingga 
pengobatan hipertensi.  

Konsistensi 
diwujudkan melalui 
kegiatan POSBINDU 
PTM yang 
dilaksanakan secara 
mobile agar mampu 
menjangkau seluruh 
lapisan sasaran atau 
target pelayanan 
hipertensi. Dan akan 
diupayakan untuk 
pemenuhan lanjutan 
berkala yang 
melibatkan lintas 
sektor baik dari 
pendidikan dan 
perkantoran oleh 
kepala puskesmas 
serta pemegang 
program PTM.  

Konsistensi 
diperoleh melalui 
kegiatan 
pelaporan dan 
pendataan rutin 
sebulan sekali ke 
pihak dinas 
kesehatan kota, 
sehingga 
informasi capaian 
dapat terpantau 
dan 
terdokumentasi 
dengan baik. 

Konsistensi yang 
diperoleh oleh 
kader kesehatan 
ialah melalui 
pelaksanaan 
program kegiatan 
pelayanan 
kesehtan ke 
masyarakat di 
POSBINDU PTM 
selalu rutin, 
konsisten selama 
1 bulan sekali. 
Lalu warga yang 
tidak sempat 
mengikuti 
POSBINDU PTM 
diarahkan 
langsung untuk 
konsultasi secara 
pribadi ke 
puskesmas. 

Konsistensi yang 
diperoleh kader 
kesehatan ialah melalui 
POSBINDU PTM rutin 
sebulan sekali.  

Konsistensi terealisasi 
secara berkala dan 
berkesinambungan telah 
diperoleh pihak puskesmas 
serta kader kesehatan, 
dalam satu kesatuan 
program pelayanan 
hipertensi melalui promosi 
kesehatan, pemeriksaan 
kesehatan / skrining, 
pengobatan, pelaporan, 
pendataan yang didukung 
dalam sesi kegiatan 
POSBINDU PTM dan 
konsultasi kesehatan pada 
warga di wilayah kerja 
puskesmas tersebut.  

Kendala  
 

Kendala dalam proses 
komunikasi ialah kurangnya 
kesadaran dari masyarakat 
tentang penyakit hipertensi, 
yang dimana hipertensi 
merupakan silent killer,  
sehingga menciptakan 
presepsi di masyarakat 
sekaligus stigma, bahwa jika 
tidak ada keluhan sakit, 
maka tidak perlu melakukan 

Kendala dalam hal 
komunikasi ialah 
pemenuhan ketepatan 
sasaran program 
pencegahan dan 
pengendalian 
hipertensi. Sasaran 
usia produktif belum 
terpenuhi dari mulai 
anak sekolah usia 15 
tahun keatas, orang 

Kendala yang ada 
dipengaruhi oleh 
masyarkat sendiri, 
dimana persepsi 
dan perilaku 
kesehatan 
masyarakat. Yang 
akhirnya capian 
SPM Hipertensi 
tidak terpenuhi.  

Tidak ada kendala Kendala komunikasi 
dihasilkan oleh stigma 
yang timbul dalam 
budaya masyarakat 
tentang penderita 
hipertensi  akan 
ketergantungan pada 
obat-obatan, yang 
akhirnya dapat 
berdampak pada 
timbulnya komplikasi 

Kendala proses komunikasi 
terdapat pada sasaran/ 
masyarakat dalam 
pencegahan dan 
pengendalian hipertensi, 
dimana pengalaman, 
persepsi, pemahaman, dan 
pengetahuan yang kurang 
tepat, yang akhirnya 
menimbulkan stigma. 
Kendala ini menjadi 



 

c. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Pendukung  

Komunikasi 
Emik (Sudut Pandang Informan Utama) 

Etik (Sudut Pandang Peneliti) 
I9 I10 

Transmisi Transmisi informasi yang diperolah masyarakat 
ialah melalui sosialisasi tentang hipertensi.  

Transmisi informasi yang diperoleh masyarakat ialah 
melalui sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan dalam 
kegiatan posyandu lansia.  

Komunikasi dalam bentuk transmisi informasi 
diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang 
diselenggarakan dalam pelayanan kesehatan oleh 
pihak puskesmas dan konsultasi pada saat 
pemeriksaan kesehatan.  

Kejelasan Kejelasan informasi yang diperoleh berupa 
segala informasi tentang penyakit hipertensi 
mulai dari pengertian, tanda gejala, penyebab, 
komplikasi, serta pengobatannya, didukung 
juga dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan. 

Kejelasan informasi diperoleh dari pengalaman 
penderita hipertensi dalam perawatan dan 
pengobatan. Sehingga dengan patuh pengobatan dan 
rutin dalam pemeriksaan kesehatan, didukung pula 
dengan keterlibatan melalui edukasi menggunakan 
media leaflet tentang pencegahan dan pengendalian 
hipertensi melalui semboyan CERDIK serta 
menerapkan pola hidup sehat (rutin mengikuti senam 
hipertensi) 

Kejelasan informasi yang diperoleh masyarakat 
memlaui pengalaman pribadi khususnya penderita 
hipertensi yang telah menerima perawatan 
maupun pengobatan. Didukung dengan konten 
edukasi kesehatan tentang hipertensi melalui 
semboyan CERDIK dan PATUH untuk mencegah 
serta mengendalikan hipertensi, sehingga mudah 
diingat, lalu dapat dengan mudah diterapkan oleh 
masyarakat secara mandiri dalam kehidupan 

pemeriksaan kesehatan 
mandiri ataupun datang 
mengunjungi fasilitas 
pelayanan kesehatan. Hal ini 
juga menjadi penyebab 
kurangnya keterlibatan 
masyarakat dalam program 
penyuluhan, POSBINDU 
PTM dan kegiatan lain untuk 
mengatasi hipertensi yang 
diadakan oleh puskesmas. 
Akhirnya berdampak pada 
sasaran program yang 
kurang bervariasi di 
kalangan usia produktif.  

dewasa yang bekerja. 
Selain itu check-up 
rutin dalam kepatuhan 
pengobatan penderita 
hipertensi , tidak 
sedikit yang putus obat 
bahkan tidak rutin 
kontrol, dengan 
persepsi jika sudah 
tidak ada keluhan 
maka tidak perlu 
berobat dan periksa 
tensi rutin. Akhirnya 
capaian target 
pelayanan hipertensi 
selama ini belum 
memenuhi target 
keberhasilan.  

atau penyakit lain yang 
lebih serius. Sehingga 
masyarakat takut untuk 
memeriksakan tekanan 
darah dan tidak patuh 
dalam pengobatan 
hipertensi.  

penghalang dalam 
komunikasi dan 
keberhasilan pencegahan 
dan pengendalian 
hipertensi. Masyarakat 
perlu mampu melakukan 
tindakan pencegahan dan 
pengendalian hipertensi 
secara mandiri, terutama 
bagi mereka yang telah 
menderita hipertensi. 



 

sehari-hari.  

Konsistensi Konsistensi informasi diperoleh masyarakat 
dengan mengikuti kegiatan penyuluhan rutin, 
dalam waktu 1 bulan sekali masyarakat 
mengetahui diadakan kegiatan penyuluhan 
serta pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas.  

Konsistensi informasi yang ada, terwujud dalam 
rangkaian kegiatan penyuluhan kesehatan, 
pemeriksaan kesehatan hingga konsultasi kesehatan 
rutin 1-2 kali dalam 1 bulan melalui kegiatan posyandu 
di RT oleh pihak puskesmas.  

Konsistensi dalam informasi yang diterima oleh 
masyarakat ialah dengan adanya kegiatan 
terjadwal yang dilaksanakan oleh pihak 
puskesmas secara berkala melalui kegiatan 
penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan 
dan konsultasi saat kegiatan posyandu.  

 

2. Sumber Daya  

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Kunci 

Sumber Daya 
Emik (Sudut Pandang Informan Kunci) 

Etik (Sudut Pandang Peneliti) 
I1 I2 I3 

Sumber Daya 
Manusia 

Sumber daya manusia di 
pemerintahan kota Banjarmasin  
sendiri dilakukan secara terorganisir 
dan berjenjang melalui perekrtutan 
dan tahapan ujian kompetensi oleh 
BAPENAS PUSAT, dan jika 
kebutuhan SDM di SKPD kedinasan 
seperti dinas kesehatan kota 
memiliki sistem pemenuhan SDM 
tersendiri dan dilakukan secara 
mandiri berdasarkan kebijakan, 
ketentuan serta kebutuhan di 
kedinasan tersebut.    

Sumber daya manusia di dinas 
kesehatan kota Banjarmasin saat ini 
di bidang P2PTM telah terpenuhi. 
Namun, secara teknis masih 
diperlukan SDM tenaga kontrak 
untuk melengkapi bagian 
administrasi,   Terkait pemenuhan 
SDM akan dikelola secara langsung 
oleh pihak sekretariat kedinasan 
untuk tenaga honorer dengan 
pengajuan dari kepala atau 
koordinator bidang yang 
memerlukan kepada kepala dinas 
serta sekretariat, namun jika CPNS 
maka kami menunggu dari PEMKO 
Banjarmasin melalui BKD.  

Sumber daya manusia untuk 
bagian seksi pelayanan PTM, 
saat ini telah terpenuhi. 
Adapun waktu yang 
diperlukan dalam penyediaan 
tenaga SDM kurang lebih 1 
bulan. Kemudian akan 
diberikan tindak lanjut 
delegasi melalui bimbingan 
dari teknis, administrasi, 
pelaksanaan, dll. Pada 
beberpa posisi dalam 
penentuan SDM untuk kepala 
bidang, koordinator dan 
pemegang program, selama 
ini telah ditetapkan dan dipilih 
dari SDM yang telah memiliki 
pengalaman kerja serta 

Sumber Daya Manusia sebagaian besar 
telah terpenuhi untuk ruang lingkup 
pemerintahan kota dan dinas kesehatan 
kota Banjarmasin. Dimana setiap instansi 
telah memiliki sistem, regulasi dan 
kebijakan dalam hal pemenuhan SDM.   



 

beberapa kriteria pendukung 
lainnya dengan jenis bidang 
yang sama dengan tupoksi 
sebelumnya. Sehinnga tidak 
sulit dalam proses adaptasi 
kerja serta memenuhi segala 
tanggung jawab jika 
ditempatkan pada posisi 
jabatan yang baru.  

Kendala Kendala dalam pemenuhan SDM 
untuk di lingkup pemerintah kota  
Banjarmasin ialah lambatnya 
regenerasi SDM akibat dampak 
moratorium presiden tentang 
rekrutmen CPNS yang terjadi 
beberapa tahun terakhir ini, diiringi 
dengan penerapan kebijakan tidak 
mempekerjakan tenaga honorer, 
sehingga berdampak pada sistem 
perekrutan SDM di lembaga 
pemerintah daerah baik tenaga 
CPNS khususnya, secara otomatis 
pada setiap SKPD menjadi 
kekurangan SDM karena terhambat 
dalam hal perekrutan maupun 
regenerasi SDM. Di SKPD dinas 
kesehatan kota mengalami 
kekurangan SDM yang berdampak 
di instansi puskesmas-puskesmas 
yang dialami sebagian besar 
puskesmas di kota Banjarmasin. Hal 
ini didukung dengan keluhan dari 
pihak dinas kesehatan dan pihak 
puskesmas yang dimana dalam 
proses pelaporan, penginputan data 
surveilans terlamabat dan beberapa 
program terkendala akibat SDM 
yang mengelola dan memegang 
beberapa tanggung jawab program 
mengalami kelebihan beban kerja.  

Kendala terkait pemenuhan SDM di 
dinas kesehatan kota ialah dalam 
hal pemberdayaan, pengembangan 
dan peningkatan SDM. Hal ini 
dikarenakan sistem pendelegasian 
tupoksi yang belum maksimal akibat 
disposisi jabatan, dimana tidak 
adaya bimbingan, arahan intens 
yang dilakukan oleh pengurus atau 
penanggung jawab sebelumnya 
kepada tenaga yang baru 
menempati posisi tersebut. Secara 
tidak langsung memerlukan waktu 
untuk beradaptasi dan membangun 
kembali sistem kerja terhadap 
posisi kerja yang baru dalam waktu 
yang cukup lama. Kompetensi dan 
keterampilan khusus yang 
diperlukan individu dalam 
mengelola tupoksi tersebut belum 
terpenuhi, sehingga masih sangat 
perlu sistem regulasi yang jelas 
dalam perekrutan, pemilihan posisi 
atau jabatan, bimbingan, arahan, 
delegasi yang jelas, dan juga 
pemberian pelatihan kepada SDM 
yang telah terpilih. Selain itu, 
kelebihan beban kerja juga masih 
dialami beberapa tenaga di dinas 
kesehatan, dan secara teknis masih 
memerlukan tenaga khusus 

Kendala SDM pada bagian 
Seksi pelayanan PTM 
Hipertensi, antara lain 
keterbatasan petugas 
pelaksana program di 
lapangan, hal ini dikarenakan 
petugas tersebut sedang 
melaksanakan pelayanan dan 
pelayanan lain, sehingga 
kadang diperlukan tenaga 
bantuan dari dinas kesehatan. 
Selain itu, dalam hal kegiatan 
pelaporan, surveilans, dan 
pengiputan data memerlukan 
waktu yang cukup lama, 
karena tidak tersedianya 
petugas adminitrasi khusus di 
puskesmas. Dan hal ini 
dialami hampir di seluruh 
puskesmas di kota 
Banjarmasin. Diharapkan 
untuk mengatasi kekurangan 
SDM baik di dinas maupun di 
puskesmas, diperlukan tenaga 
khusus dalam penginputan 
data, pelaporan dan 
dokumentasi, agar nantinya 
untuk proses evaluasi 
pelaksanaan program tidak 
terhambat.  

Peyediaan sumber daya manusia yang 
ada di daerah dipengaruhi dan terhambat 
oleh beberapa hal, mulai dari penetapan 
kebijakan pemerintah pusat, regulasi, 
sistem organisasi di internal dan eksternal 
kelembagaan. Yang kemudian berdampak 
pada ketersediaan SDM di lingkup 
instansi-instansi lembaga terutama SKPD 
dinas kesehatan, hingga sampai pada 
sistem maupun manajemen SDM di 
puskesmas-puskesmas. Beberapa 
indikator utama yang mempengaruhi 
pemenuhan SDM baik di pemerintahan 
daerah, SKDP dan puskesmas mulai dari 
perekrutran, pemilihan posisi / jabatan, 
pendelegasian, hingga pengelolaan SDM 
untuk dapat mampu melaksanakan segala 
tanggung jawab pekerjaan yang diberikan.  



 

administrasi untuk pusat 
pengelolaan data dalam 1 bidang. 
Kendala terterbatasan tenaga 
administrasi dalam pengelolaan 
program juga dialami oleh pihak 
puskesmas di kota Banjarmasin, 
yang dimana hal ini berdampak 
pada keterlambatan pelaporan, 
input data surveilans, khusunya 
utnuk data PTM, karena di 
puskesmas pemegang program 
PTM tidak hanya bertanggung 
jawab mengelola 1 program 
melainkan banyak program 
kesehatan lainnya, melaksanakan 
pelayanan dan sekaligus sebagai 
admin juga.  

Anggaran Sistem penganggaran (APBD) untuk 
memnuhi capaian SPM yang ada. 
Setelah itu sistem penganggaran 
akan dibagi merata ke setiap SKPD 
(DPA- SKPD) sesuai perencanaan 
program yang telah disusun. Melalui 
anggaran, pemerintah kota 
memberikan dukungan penuh dalam 
keberhasilan pelaksanaan program 
oleh seluruh bidang SKPD. Dan 
setiap SKPD akan mengelola 
seluruh anggaran yang telah 
diberikan sesuai dengan 
kebutuhannya, lalu akan dilaporkan 
pertanggungjawabannya sesuai 
waktu yang telah ditentukan secara 
berkala.  

Sistem penganggaran yang dimiliki 
dan ada di dinas kesehatan kota 
Banjarmasin bersumber dari dana 
APBD bekerjasama dengan pihak 
pemerintah daerah dan DPRD kota 
Banjarmasin yang kemudian dikenal 
dengan BOK (DAKNON FISIK) dari 
pusat. Lalu melalui BOK seluruh 
bidang seksi pelayanan kesehatan 
akan memperoleh pembagian 
secara merata melalui pagudan, 
seperti halnya bidang P2PTM akan 
memperoleh bagian sesuai 
kebutuhan dana yang diajukan. 
Maka, bidang PTM dinas kesehatan 
kota sebelumnya akan memiliki 
perencanaan melalui pengajuan 
RKAT dalam kurun waktu 1 tahun. 
Dimana dalam proses pengajuan 
hingga pengajuan pendanaan akan 
didiskusikan kepada pihak dewan 
untuk di kroscek seluruh rencana 
programnya. Setelah disetujui, 

Sistem penganggaran yang 
dimiliki dan ada di dinas 
kesehatan kota untuk seksi 
pelayanan PTM Hipertensi 
bersumber dari dana APBD 
dan BOK. Sejauh ini 
ketersediaan dan pemenuhan 
anggaran yang ada untuk 
program PTM dinas 
kesehatan kota telah 
terpenuhi. Karena pendanaan 
yanga da telah diprioritaskan 
untuk segala kebutuhan 
operasional pelaksanaan 
program PTM, termasuk 
secara khusus dalam program 
pelayanan hipertensi. Seluruh 
puskesmas di Banjarmasin 
memiliki sumber dana BOK 
dengan mengajukan RKAT 
berjenjang 1 tahun sekali  

Dalam sistem penganggaran dan 
pengelolaan pembiayaan mulai dari 
pemerintahan daerah / kota telah membagi 
secara merata ke seluruh SKPD sesuai 
dengan perencaan programnya, lalu 
dukungan dan kepercayaan penuh 
diberikan pada SKPD dalam mengelola 
dan mempertanggungjawabkan seluruh 
anggaran yang telah diberikan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku secara 
berkala. SKPD dinas kesehatan kota, 
khususnya bidang P2PTM dalam 
pelaksanaan program pelayanan 
hipertensi secara rutin setiap per semester 
hingga 1 tahun sekali melaksanakan 
proses pembiayaan mulai dari pengajuan 
melalui RKAT, lalu akhirnya akan 
dilakukan pelaporan serta 
pertanggungjawaban setelah 1 tahun 
pelaksanaan program kepada walikota, 
BAPPEDA LITBANG dan DPRD dengan 
sumber dana APBD dan BOK.  



 

maka seluruh program yang 
dilaksanakan sesuai dengan 
pendanaan yang ada. Akhirnya 
setelah 1 tahun akan dilakukan 
pelaporan anggaran secara 
kumulatif kembali ke pihak 
pemerintah daerah dan DPRD. 
Untuk proses penganggaran di 
puskesmas dari dinas kesehatan 
berasal dari BOK. Sedangkan untuk 
pendanaan puskesmas yang BLUD, 
sejauh ini di kota Banjarmasin telah 
menerima BLUD untuk puskesmas-
puskesmas, namun BLUD yang ada 
belum diterima secara penuh. 
Sehingga dengan dana BLUD dan 
BOK yang ada di puskesmas akan 
di fokuskan pada seluruh kebutuhan 
untuk pelaksanaan program yang 
telah direncanakan sebelumnya.  

Kendala  Tidak ada kendala terkait anggaran Tidak ada kendala terkait anggaran Tidak ada kendala terkait 
anggaran 

Tidak ada kendala terkait anggaran 

Fasilitas (Sarana 
&  Prasarana) 

Seluruh sarana dan prasarana 
dikelola secara langsung oleh 
SKPD, dalam hal keperluan 
kesehatan, maka oleh SKPD dinas 
kesehatan. 

Seluruh kebutuhan sarana dan 
prasarana  seperti alat dan bahan 
kesehatan keperluan pelaksanaan 
program yang ada di puskesmas 
dikelola dan disediakan oleh dinas 
kesehatan sesuai bidang yang 
terkait melalui RKAT yang telah 
diajukan puskesmas.  

Ketersediaan fasilitas terait 
sarana dan prasaran mulai 
dari kebutuhan material, 
materi, alat dan bahas 
pelaksanaan program, 
seluruhnya telah didukung dan 
disediakan oleh pihak dinas 
kesehatan kota. Dimana 
dalam hal ini, seksi pelayanan 
PTM hipertensi dinas 
kesehatan kota akan 
berinteraksi secara langsung 
dengan pihak puskesmas 
(kepala puskesmas dan 
pemegang program PTM) 
dalam pemenuhan 
penyediaan sarana prasarana 
pelaksanaan program di 

Penyediaan sarana dan prasarana dalam 
mendukung pelaksanaan program dikelola 
secara penuh oleh SKPD dinas kesehatan, 
yang kemudian didistribusikan ke seluruh 
puskesmas yanga da di kota Banjarmasin 
melalui pengajuan RKAT berkala.  



 

puskesmas. Penyediaan 
sarana dan prasarana di 
puskesmas dilakukan dengan 
pengajuan oleh pihak 
puskesmas ke dinas 
kesehatan kota. Lalu dalam 
waktu 1 sampai 3 bulan akan 
dipenuhi permintaannya. 
Akhirnya pelaporan dan 
evaluasi juga akan dilakukan 
rutin minimal 1 tahun sekali.   

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 
Informasi 
Kewenangan 

Tugas dan kewenangan walikota 
didasari oleh otonomi daerah. 
Dimana peran, kewenangan dan 
hak pemimpin daerah memiliki 
kesetaraan dalam menjalankan 
tanggung jawab guna mengatasi 
masalah yang ada di daerahnya 
sesuai dengan instruksi pemerintah 
pusat secara berjenjang dari 
presiden, pemerintah provincial dan 
akhirnya sampai pada jenjang 
pemerintahan daerah. Mengacu 
pada SPM, terkait masalah 
hipertensi, ini sebenarnya termasuk 
dalam 12 capaian pemenuhan SPM 
Kesehatan Daerah, yakni pelayanan 
Kesehatan Penderita Hipertensi. 
Lalu melalui arah kebijakan dan 
strategi telah direncanakan 
peningkatan kualitas pelayanan 
pada seluruh fasilitas pelayanan 
kesehatan di bawah kewenangan 
pemerintah daerah dan peningkatan 
kesehatan melalui pemberdayaan 
masyarakat. Sehubungan dengan 
hal tersebut, maka SPM pelayanan 
hipertensi akan dikelola secara 
langsung oleh SKPD dinas 

Seksi Pelayanan P2PTM dinas 
kesehatan kota Banjarmasin 
merupakan bagaian dari 12 capaian 
SPM Bidang kesehatan yang 
memiliki 4 indiaktor utama capaian 
program PTM berdasarkan petunjuk 
teknis Permenkes 4 / 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu 
Pelayanan Dasar pada SPM Bidang 
Kesehatan, dimana salah satunya 
hipertensi dan sasaran usia 
produktif.  

Kegiatan pelaporan data hasil 
capaian target SPM Hipertensi 
akan dilaporkan 1 bulan dan 3 
bulan sekali oleh seluruh 
puskesmas ke dians 
kesehatan kota. Didukung 
pula dengan pelaporan data 
ke pihak pusat secara online 
setiap hari dan bulan oleh 
puskesmas melalui aplikasi 
ASIK untuk pendataan PTM, 
yang bertepatan dengan 
kegiatan skrining serta 
POSBINDU PTM.  

Pada informasi kewenangan telah memiliki 
sistem yang cukup jelas dari mulia 
pemerintahan kota, BAPPEDA LITBANG, 
SKPD Dinas Kesehatan kota Banjarmasin, 
yang seluruhnya berlandaskan pada 
petunjuk teknis dari pusat, dengan capaian 
SPM Bidang Kesehatan yang diadopsi dan 
dikelola sepenuhnya oleh SKPD bidang 
kesehatan.  



 

 

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Utama 

 

kesehatan kota. Seluruh pelaporan, 
kendala, hasil, capaian keberhasilan 
dalam pelaksanaa program 
pelayanan hipertensi juga akan 
menjadi tolak ukur kinerja walikota 
dalam LPPD (Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah) yang dilaksanakan per 
triwulan hingga per tahun. Jika tidak 
terpenuhi target capaian 
keberhasilan, maka walikota akan 
diberikan sanksi.  

Kendala Pada data SPM dinas kesehatan 
kota Banjarmasin tahun 2022 
tepatnya pada triwulan September 
hingga November tercapai 
persentase 49,46% untuk pelayanan 
kesehatan hipertensi (jumlah 
estimasi penderita hipertensi usia ≥ 
15 tahun berdasarkan angka 
prevalensi tingkat kota), angka 
tersebut belum memenuhi target 
capaian SPM 100%. 

Koordinator bidang pelayanan 
P2PTM masih kebingungan terkait 
tupoksi pelayanan secara teknis, 
karena bidang ini masih mengelola 
program kesehatan lain seperti 
kesehatan jiwa, seharusnya 
berdasarkan ketetapan kebijakan 
terbaru pelayanan kesehatan jiwa 
telah berada di luar tanggung jawab 
bidang PTM, dimana pelayanan 
kesehatan jiwa masuk dalam 
bidang pelayanan kesehatan 
masyarakat.  

Tidak ada kendala. Pada kendala informasi kewenangan ialah 
pada hasil evaluasi atau output dari 
kebijakan program yang ditetapkan dan 
pada pencapaian target keberhasilan. 
Dimana ini dipengaruhi oleh proses, 
pelaksanaan dan penetapn beberapa 
tupoksi dalam mengelola bidang 
kesehatan dari dinas kesehatan kota yang 
secara khusus bidang P2PTM belum 
menyesuaikan secara penuh ketetapan 
tupoksi dan kewenangan dari pemerintah 
pusat, yang dimana terdapat perubahan 
pengelolaan program P2PTM seharusnya 
telah fokus pada PTM, sedangkan untuk 
program lain diluar PTM telah masuk pada 
bidang lain yakni bidang kesehatan 
masyarakat.  



 

Sumber Daya 
Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang 

Peneliti) I4 I5 I6 I7 I8 

Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

SDM di puskesmas 
saat ini, dalam bidang 
PTM termasuk yang 
bertanggung jawab 
dan mengelola  
program hipertensi 
telah tersedia, dan di 
kelola oleh 1 orang 
petugas kesehatan.  

Pada pemenuhan 
SDM ditetepkan dan 
dipilih secara langsung 
oleh kepala 
puskesmas, lalu 
petugas yang terpilih 
dalam mengelola 
program akan 
diberikan delegasi, 
arahan, pendampingan 
serta bimbingan dalam 
tupoksi oleh pengurus 
yang sbelumnya yang 
mengelola dan 
menempati jabatan 
tersebut. Untuk 
petugas pemegang 
program PTM 
hipertensi saat ini 
dikelola oleh 1 orang.  

Ketersediaan SDM 
di puskesmas yang 
mengelola PTM dan 
termasuk hipertensi 
di kelola oleh 1 
orang, dan dibantu 
oleh ketersediaan 
kader kesehatan di 
POSBINDU PTM.  

Peran kader 
kesehatan di 
puskesmas, menjadi 
salah satu 
pemenuhan SDM 
terutama bidang 
PTM yang telah 
ditetapkan melalui 
POSBINDU PTM, 
dimana kader 
kesehatan akan 
membantu dan 
terlibat aktif dalam 
pelaksanaan 
program PTM 
khususnya saat 
kegiatan POSBINDU 
PTM yang diadakan 
oleh pihak 
puskesmas. Adapun 
jumlah kader 
kesehatan saat ini 
berjumlah 3 sampai 
dengan 5 orang 
dengan kisaran usia 
produktif dan lansia. 
Dimana kader 
kesehatan telah 
mendapatkan tugas 
dan peran masing-
masing sesuai 
arahan dan petunjuk 
petugas kesehatan. 
Lalu untuk 
kebutuhan SDM 
kesehatan di 
lapangan saat 

Kader kesehatan 
dalam pemenuhan 
SDM membantu 
tenaga kesehatan 
untuk pelaksanaan 
program Hipertensi di 
puskesmas, dan saat 
ini terdiri dari 3 orang. 

Ketersediaan sumber daya 
manusia dari mulai di 
puskesmas dan di lapangan 
saat pelaksanaan program, 
sejauh ini telah tersedia dan 
terpenuhi. Dimana SDM 
memiliki tugas dan peran 
yang terorganisir dengan 
cukup baik, sehingga dalam 
pengelolaan dan saat 
pelaksanaan program di 
lapangan terlaksana 
dengan cukup baik.  



 

pelaksanaan 
program itu terdiri 
dari dokter, perawat, 
analis, ahli gizi  
sehingga seluruh 
rangkaian 
pelaksanaan 
program di lapangan 
telah terpenuhi 
dengan baik.  

Kendala Keterbatasan pada 
kuantitas petugas 
puskesmas dalam 
mengelola dan 
melaksaakan program, 
dimana 1 orang 
mengelola berbagai 
tupoksi dari mulai 
pelayanan, 
administrasi, 
pelaporan, pelatihan, 
dll.  Selain itu 
seharusnya di 
puskesmas memiliki 
minimal 5 kader 
kesehatan, namun di 
puskesmas hanya 
memiliki 3 kader 
kesehatan, sementara 
cakupan wilayah kerja 
dalam pengelolaan 
program PTM di 
puskesmas ini 
termasuk luas. 
Permintaan SDM telah 
berupaya diajukan 
kepada kepala 
puskesmas, namun 
saat ini belum 
terpenuhi dikarenakan 

Secara teknis, kendala 
SDM terdapat pada 
kuantitas yang tersedia 
di puskesmas masih 
kurang, dimana 1 
orang pengelola atau 
penanggung jawab 
akan bertanggung 
jawab dalam beberapa 
tupoksi program, yang 
dimana hal ini 
menyebabkan 
kelebihan beban kerja 
dan berdampak pada 
sistem audit, 
pelaporan, suveilans, 
administrasi, 
pelaksanaan di 
lapangan hingga 
peningkatan 
pengembangan SDM 
secara personal 
kurang optimal.  

Petugas kesehatan 
yang bertanggung 
jawab dan 
mengelola program 
PTM di puskesmas, 
tidak hanya 
bertanggung jawab 
mengelola 1 
program, namun 
juga bertanggung 
jawab dalam 
mengelola program 
kesehatan yang lain.  

Tidak ada kendala Tidak ada kendala Ketersediaan SDM memiliki 
kendala pada penetapan 
posisi, tupoksi, pelaksanaan 
dan pengadaan SDM dari 
pusat. Dimana hal ini 
berdampak pada 
peningkatan beban kerja 
dan optimalisasi pelayanan, 
karena petugas kesehatan 
tersebut melaksanakan 
pelayanan, administrasi, 
pelaporan, dll. Diharapkan 
adanya SDM yang mampu 
untuk melaksanakan proses 
administrasi sebagai pusat 
audit, data, pelaporan dan 
arsip. Serta setiap program 
harusnya dapat dikelola 
dengan 1 orang 1 program/ 
bidang, agar lebih fokus 
dan optimal baik dalam 
pengelolaan maupun 
pelaksanaan dilapangan.  



 

sistem perekrutan 
SDM tenaga 
kesehatan dari pusat 
terbatas, sehingga 
puskesmas dituntut 
untuk mampu 
mengelola SDM 
dengan jumlah dan 
kemampuan yang ada 
saat ini.  

Anggaran Anggaran dalam 
proses pelaksanaan 
pencegahan dan 
pengendalian 
hipertensi merupakan 
anggaran yang 
termasuk dalam tata 
kelola biaya bidang 
PTM di puskesmas, 
dimana anggaran yang 
digunakan 
menggunakan 
pembiayaan BOK 
(Bantuan Operasional 
Kesehatan) da nada 
BLUD namun belum 
diterima secara penuh 
oleh puskesmas. 
Selain bagi keperluan 
program, dana 
tersebut juga tentu 
digunakan untuk 
memberikan reward 
pada kader kesehatan 
dalam bentuk gaji.  

Anggaran yang ada di 
Puskesmas ini 
menggunakan BLUD, 
walaupun belum 
secara penuh, dan 
secara keseluruhan 
menggunakan BOK 
(Bantuan Operasional 
Kesehatan) yang 
diperoleh melalui RAB 
tahunan kepada 
kepala puskesmas, 
lalu akan dilaporkan 
kepada dinas 
kesehatan kota.  

Anggaran yang ada 
di bidang PTM, dan 
termasuk hipertensi 
dikelola melalui 
anggaran BOK dan 
BLUD.  

Terkait biaya kader 
kesehatan, tidak 
mengelola biaya 
untuk pelaksanaan 
program, melainkan 
kader kesehatan 
memperoleh dana 
dalam bentuk gaji 
ketika terlibat dalam 
kegiatan POSBINDU 
PTM. 

Terkait biaya 
pengobatan yang 
dikenakan 
masyarakat untuk 
terlibat sebesar Rp. 
10.000 untuk 
pemeriksaan dan 
pengobatan lanjut di 
puskesmas, bagi 
masyarakat yang 
tidak memiliki BPJS 
Kesehatan. 
Sedangkan bagi 
masyarakat yang 
memiliki BPJS 
Kesehatan gratis.  

Anggaran di puskesmas 
diperolah melalui 
pengelolaan dana Bantuan 
Operasional Kesehatan 
(BOK) dan sebagian 
anggaran Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD).  
Lalu, terkait anggaran kader 
kesehatan, pembiayaan 
pelaksanaan program tidak 
dikelola oleh kader 
kesehatan dalam 
menjalankan program 
hipertensi. Dimana 
keterlibatan kader 
kesehatan dalam program 
membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan saja 
lalu di gaji.  

Kendala BLUD yang belum 
sepenuhnay diterima 
oleh puskesmas di 
Banjarmasin. 

BLUD yang belum 
sepenuhnay diterima 
oleh puskesmas di 
Banjarmasin. 

BLUD yang belum 
sepenuhnay diterima 
oleh puskesmas di 
Banjarmasin. 

Tidak ada kendala Tidak ada kendala Kendala yang berarti terkait 
proses angagran dan 
pembiayaan dalam 
pengelolaan dan 
pelaksanaan program 



 

hipertensi secara teknis 
maupun operasional, 
dimana seluruh proses 
penganggaran dikelola oleh 
puksesmas melalui BOK 
secara mandiri yang 
bersumber dari dinas 
kesehatan kota dan BLUD, 
walaupun BLUD belum 
diterima secara penuh oleh 
seluruh puskesmas di kota 
Banjarmasin.  

Fasilitas (Sarana 
&  Prasarana) 

Seluruh keperluan 
yang terkait fasilitas 
dalam bentuk sarana 
prasaran, alat dan 
bahan, tempat serta 
waktu telah tersedia 
dan diupayakan oleh 
pihak puskesmas yang 
terorganisir dengan 
cukup baik melalui 
sistem berjenjang 
mulai dari penajuan 
permintaan, 
pengadaan dan 
pengelolaan hingga 
pelaporan kembali dari 
puskesmas ke pihak 
dinas kesehatan kota. 
Dalam upaya 
penyediaan tempat 
dan waktu 
pelaksanaan program 
telah dilakukan secara 
mobile oleh 
puskesmas untuk 
memenuhi capaian 
pelaksanaan program 
secara optimal. Dan 

Sarana dan prasarana 
di puskesmas terkait  
program hipertensi 
sepenuhnya 
disediakan oleh dinas 
kesehatan kota seperti 
alat dan bahan 
pemeriksaan 
kesehatan. Jika 
keperluan operasional 
habis, maka pihak 
puskemas akan 
mengajukan 
permintaan restock 
untuk kembali 
memenuhi keperluan 
program maupun 
pelayanan hipertensi di 
puskesmas maupun 
dalam kegiatan 
lainnya.  

Sarana dan 
prasaran kesehatan 
untuk keperluan 
PTM termasuk 
program hipertensi 
disediakan secara 
langsung oleh dinas 
kesehatan kota 
Banjarmasin.  

Akses pelayanan 
kesehatan untuk 
program kegiatan 
mudah dijangkau 
oleh masyarakat, 
dimana pihak 
puskesmas 
meibatkan kelurahan 
dan RT-RT yang 
memudahkan 
masyarakat utnuk 
menjangkau fasilitas 
kesehatan dalam 
pelaksanaan 
program.  

Seluruh alat-alat 
pemeriksaan 
kesehatan, telah 
disediakan oleh 
puskesmas, kader 
kesehatan tinggal 
membantu 
pelaksanaan kegiatan 
dari mulai pendataan, 
dan beberapa 
pemeriksaan 
mengarahkan 
masyarakat. Untuk 
ketersediaan tempat 
dan waktu disepakati 
dan dibantu oleh RT 
serta 
keluarahan,sehingga 
masyarakat tidak 
bingung mencari 
tempat untuk 
mengikuti 
pelaksanaan 
program, yang juga 
memudahkan 
jangkauan 
masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan 

Fasilitas berupa sarana, 
prasarana yang terdiri dari 
alat, bahan untuk 
pemeriksaan kesehatan 
telah tersedia melalui 
pengajuan oleh pihak 
puskesmas ke dinas 
kesehatan kota dan secara 
berkala dapat di restock jika 
habis. Lalu untuk tempat 
dan waktu pelaksanaan 
program kegiatan dapat 
dengan mudah dijangkau 
oleh masyarakat, dimana 
pihak puskesmas 
melibatkan kerjasama dan 
koordiansi dengan RT serta 
kelurahan, sehingga 
masyarakat dapat 
memenuhi jangkauan 
fasilitas kesehatan dalam 
program kegiatan secara 
optimal.  



 

 

 

hipertensi termasuk 
dalam rangkaian 
kegiatan POSBINDU 
PTM.  

fasilitas kesehatan 
dalam program 
kegiatan tersebut.  

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 

Informasi 
Kewenangan 

Petugas kesehatan 
yang memiliki 
tanggung jawab dalam 
mengelola serta 
menyelenggarakan 
pelaksanaan program 
memiliki SK resmi yag 
ditetapkan oleh kepala 
puskesmas.  

Kewenangan petugas 
dalam memenuhi 
peran, tanggung jawab 
dan segala 
pelaksanaan program 
PTM termasuk di 
dalamnya tentang 
hipertensi ditetapkan 
melalui SK oleh kepala 
puskesmas.  

Kewenangan dalam 
pengambilan 
keputusan secara 
penuh dimiliki oleh 
kepala puskesmas. 

Kader kesehatan 
dipilih dan 
ditetapkan oleh 
pihak puskesmas 
secara resmi.  

Kader kesehatan 
melalui proses 
kaderisasi dan dipilih 
oleh puskesmas 
secara resmi. 

Informasi dan kewenangan 
yang terdapat di puskesmas 
ialahnya tersedianya SK 
resmi dari kepala 
puskesmas kepada setiap 
pihak dalam posisi / bidang 
memenuhi tanggung jawab, 
peran mengelola hingga 
melaksanakan program 
kegiatan, secara khsusu 
oleh bidang PTM termasuk 
dalamnya hipertensi. Jika 
kader kesehatan ditetapkan 
dan dikaderisasi oleh pihak 
puskesmas untuk terlibat 
dan berperan dalam 
kegiatan POSBINDU PTM, 
maupun program kegiatan 
lainnya yang langsung 
melibatkan masyarakat, dan 
kader. Kader kesehatan 
tidak memiliki SK, dimana 
tugas dan kewenangan 
kader kesehatan terdaftar 
melalui surat keterangan 
kaderisasi, sehingga jika 
terjadi pergantian kader, 
sifatnya lebih fleksibel.  

Kendala  Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 



 

c. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Pendukung 

 

 

 

 

 

 

d. S

t 

e.  

f.  

 

Sumber Daya 
Emik (Sudut Pandang Informan Utama) 

Etik (Sudut Pandang Peneliti) 
I9 I10 

Sumber Daya 
Manusia 

Tidak ada keterangan Tidak ada keterangan Tidak ada keterangan 

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 

Anggaran Bagi masyarakat yang tidak 
memiliki BPJS Kesehatan (pasien 
umum) dalam pemeriksaan 
kesehatan di puskesmas akan 
dikenakan biaya sebesar Rp. 
10.000, lalu menebus pengobatan 
untuk hipertensi. Sedangkan bagi 
masyarakat yang memiliki BPJS 
Kesehatan tidak dikenakan biaya 
untuk pemeriksaan kesehatan 
maupun pengobatan di 
puskesmas.  

Pemeriksaan kesehatan dan 
pengobatan hipertensi pada 
masyarakat yang memiliki BPJS 
Kesehatan tidak dikenakan 
biaya apapun jika dilakukan di 
puskesmas untuk keperluan 
kontrol rutin.  

Pembiayaan oleh masyarakat dalam menerima program pelayanan 
dan kegaitan hipertensi jika diluar dari puskesmas seperti 
sosialisasi, pendidikan kesehatan, POSBINDU PTM, posyandu 
yang berhubungan dengan aksi pencegahan dan pengendalian 
hipertensi dapat diikuti dan diterima masyarakat secara gratis tanpa 
terbebani biaya. Sedangkan dalam kegiatan pemeriksaan 
kesehatan dan pengobatan hipertensi di puskesmas akan 
dibebankan biaya Rp. 10.000  bagi yang tidak memiliki BPJS 
Kesehatan / kategori pasien umum. Lalu bagi yang memiliki BPJS 
Kesehatan dapat menerima pemeriksaan kesehatan serta 
pengobatan secara gratis.  

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 
Fasilitas (Sarana &  
Prasarana) 

Tempat pelaksanaan program 
kegiatan hipertensi biasa 
dilaksanakan dari rumah ke 
rumah di RT dan kelurahan.  

Tidak ada keterangan Masyarakat difasilitasi dalam bentuk tempat dan waktu 
pelaksanaan kegiatan program PTM, yang termasuk hipertensi 
dalam kegiatan POSBINDU PTM, posyandu dan kegiatan lainnya 
dimana masyarakat mampu menjangkau fasilitas kesehatan secara 
mudah karena bertempat di kelurahan/ RT setempat, dan hal ini 
juga memudahkan pendekatan masyarakat dengan melibatkan 
tokoh masyarakat seperti RT/ lurah setempat.   

Informasi 
Kewenangan 

Tidak ada keterangan Tidak ada keterangan Tidak ada keterangan 

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 



 

3. Sruktur Birokrasi :  

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Struktur Birokrasi oleh informan Kunci 

Struktur Birokrasi Emik (Sudut Pandang Informan Kunci) Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

I1 I2 I3 

Standard Operating 

Procedure (SOP) 

Untuk penyusunan seluruh perencanaa dan 
pembangunan daerah, terutama dalam 
bidang kesehatan termuat dalam dokumen 
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah) untuk jangka waktu per 5 
tahun, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah) untuk jangka waktu 1 tahun. Terkait 
standar ketetapan dan ketentuan kebijakan 
serta arah strategi terkait kesehatan yang 
termasuk di dalamnya tentang pelayanan 
hipertensi termuat dalam petunjuk umum  
(KEMENDAGRI) melalui Permendagri 
59/2021 tentang Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal yang secara teknis 
memuat tentang mekanisme serta seluruh 
strategi penerapan SPM  Hipertensi mulai dari 
pengumpulan data, penghiungan pemenuhan 
kebutuhan dasar, perencanaan SPM, 
pelaksanaan SPM hingga pelapiran. Ini 
seluruhnya merupakan panduan serta dasar 
kebijakan tentang hipertensi di daerah. 

Ketetapan dalam 
pengelolaan hingga 
seluruh pelaksanaan 
program termasuk P2PTM 
dan hipertensi terdapat 
dalam SK, pembagian 
struktur organisasi dan 
tupoksi yang diadopsi dari 
petunjuk umum pusat yang 
kemudian ditetapkan 
secara langung oleh 
walikota Banjarmasin. 

Tidak ada keterangan  SOP dan atau panduan pedoman dari 
pemerintah daerah berlandaskan 
pada petunjuk umum yang telah 
secara berjenjang dan berkelanjutan 
ditetapkan dari pusat, lalu di dinas 
kesehatan berbentuk dokumen 
laporan.  

Kendala Tidak ada kendala SOP tidak dimiliki oleh 
dinas kesehatan kota 
secara khusus dalam hal  
arsip atau dokumentasi 
dokumen, dimana dinas 
kesehatan hanya 
memenuhi kegiatan 
pelaporan sesuai 

SOP secara khusus 
untuk implementasi 
kebijakan program 
pencegahan dan 
pengendalian hipertensi 
di dinas kesehatan kota 
tidak ada. Dimana pihak 
kedinasan secara khusus 

SOP secara khusus yang dimiliki 
bidang P2PTM dinas kesehatan kota 
Banjarmasin terkait PTM Hipertensi 
yang dimana memuat terkait 
manajemen hipertensi mulai dari 
pencegahan hingga pengendalian 
tidak tersedia, dimana pihak P2PTM 
dinas kesehatan kota melaksanakan 



 

perencanaan program dan 
ketentuan teknis saja. 
Pedoman dan panduan 
yang ada didasarkan pada 
sistem pelaporan langsung 
ke bagian pusat seperti 
pemerintah daerah/ 
walikota.  Hal ini 
diakrenakan tidak adanya 
standar akreditasi yang 
ditetapkan untuk dinas 
kesehatan kota. 

di bidang P2PTM 
hipertensi mengadpopsi 
secara menyeluruh 
petunjuk teknis SPM 
Kemenkes RI dan buku 
pedoman manajemen 
PTM hipertensi tahun 
2020.  

serta mengelola program pencegahan 
dan pengendalian hipertensi 
berlandaskan pedoman panduan dari 
pusat  seperti melalui pedoman 
manajemen PTM Hipertensi 2020. 
Sehingga dalam melaksanakan 
program seluruh bentuk perencanaan, 
intervesi dikelola secara penuh 
melalui panduan dari pusat, sehingga 
tidak terdapat inovasi program khusus 
atau spesifik yang dibuat dalam 
pelaksanaan program pencegahan 
dan dan pengendalian hipertensi di 
kota Banjarmasin.  

Fragmentasi Terkait kebijakan pengelolaan bidang 
kesehatan khususnya terkait masalah dan 
pelayanan hipertensi di daerah, secara 
langsung dikelola serta dijalankan oleh 
walikota yang bersama dengan pihak terkait 
yang mengelola perencanaan oleh BAPPEDA 
LITBANG (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Penelitian, dan 
Pengembangan) pemerintahan kota 
Banjarmasin tertuang dalam penyusunan 
kebijakan dan perencanaan pemerintah kota 
yang bersifat makro lalu disepakati, di 
intervensi dan dilaksanakan secara langsung 
oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 
yang terdiri atas lembaga kedinasan, jika 
bidang kesehatan maka oleh SKPD dinas 
kesehatan kota Banjarmasin yang dalam hal 
ini nantinya termasuk melaksanakan  
intervensi program pelayanan hipertensi. 
SKPD bidang kesehatan melalui dinas 
kesehatan kota Banjarmasin yang akan 
melanjutkan pelaksanaan ke seluruh 
puskesmas di kota Banjarmasin.    

Petunjuk teknis dalam 
memenuhi peran jabatan 
higga tugas pokok dan 
jabatan fungsional 
kedinasan telah ditetapkan 
melalui PERWALI kota 
Banjarmasin No. 66 Tahun 
2022 tentang tugas, fungsi 
dan uraian tugas dinas 
kesehatan kota 
Banjarmasin. Termasuk 
bidang P2PTM.  

Bidang dan seksi 
pelayanan P2PTM telah 
memenuhi tupoksi sesuai 
dengan ketetapan SK 
walikota Banjarmasin.  

Pembagian peran, tugas dan 
fungsional petugas dari pemerintah 
kota dan dinas kesehatan kota telah 
tersedia melalui SK dari walikota 
Banjarmasin. Hal ini menunjukkan 
bahwa struktur birokrasi telah 
terorganisir melalui sistem regulasi 
yang baik seseuai dengan bidangnya 
masing-masing.  

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 



 

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Struktur Birokrasi oleh informan Utama 

Struktur Birokrasi 
 

Emik (Sudut Pandang Informan Utama) 
Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

I4 I5 I6 I7 I8 

Standard Operating 
Procedure (SOP) 

SOP tersedia, tentang 
manajemen hipertensi di 
puskesmas. Dimana 
seluruh dokumen     
tersebut tersimpan 
sebagai arsip  untuk 
keperluan akreditasi 
puskesmas juga. Untuk 
SOP pencegahan dan 
pengendalian hieprtensi 
seperti CERDIK dan 
PATUH, tidak dimiliki, 
karena program 
tersebut bagian dari isi 
dari kegiatan promosi / 
eduaksi kesehatan saat 
sosialisasi, konsultasi 
kesehatan maupun 
POSBINDU PTM. 
Sehingga, secara tidak 
langsung telah termuat 
seluruhnya dalam 
bagian dari salah satu 
standar pelayanan 
hipertensi itu sendiri.   

SOP tentang program 
manajemen dan 
pelayanan hipertensi 
tersedia. Penyusunan 
SOP melibatkan seluruh 
team PTM di puskesmas 
yang disusun dan 
dikelola secara langsung 
oleh pemegang program 
PTM.   

SOP terkait manajemen 
hipertensi tersedia, dan 
program CERDIK serta 
PATUH termasuk dalam 
konten dari edukasi 
kesehatan.  

Tidak ada 
keterangan 

Tidak ada 
keterangan 

SOP tentang program 
pencegahan dan pengendalian 
hipertensi termuat dalam 
pedoman manajemen dan 
pelayanan hipertensi di 
puskesmas dari mulai tindakan 
promosi, preventif, kuratif hingga 
rehabilitasi serta sistem dalam 
pemberian layanan yang diadopsi 
melalui pedoman pusat 
kementrian kesehatan RI. Yang 
kemudian SOP terebut tertuang 
dalam layanan edukasi kesehatan 
tentang hipertensi dan layanan 
POSBINDU PTM.  

Kendala SOP hanya tersimpan 
dalam bentuk hardcopy  
saja, dan soft filenya 
sudah tidak dimiliki lagi. 

SOP saat ini hanya 
tersedia dalam bentuk 
hardcopy guna 
kepentingan akreditasi 
puskesmas 

SOP dimiliki oleh 
pengurus yang 
merupakan penanggung 
jawab program PTM 
yang sebelumnya dan 

Tidak ada 
kendala 

Tidak ada 
kendala 

Kendala dalam SOP ialah sistem 
arsip dan pendokumentasian 
yang kurang optimal, dimana 
ketersediaan berkas, dokumen 
dan hardcopy hanya dipenuhi 



 

tidak terdapat arsip 
dokumen secara 
lengkap. Sehingga, bagi 
petugas yang menjabat 
di posisi sebagai 
pemegang program 
yang baru harus 
memulai kembali 
penyusunan 
perencanaan program 
dari awal lagi.   

untuk kepentingan program 
akreditasi puskesmas saja, 
dimana setelah akreditasi 
berakhir maka arsip yang tidak 
tersedia dan memerlukan waktu 
untuk memenuhi pengadaan 
dokumen kembali. Hal ini juga 
dipengaruhi oleh peran 
penanggung jawab dalam 
mengelola arsip dan seluruh 
dokumen SOP seperti pergantian 
pihak penanggung jawab secara 
mendadak karena perpindahan 
tupoksi, sehingga proses 
pendelegasian arsip serta 
dokumen menjadi kurang optimal.  

Fragmentasi Implementasi kebijakan 
program pencegahan 
dan pengendalian 
hipertensi di puskesmas 
ini termasuk dalam 
program kegiatan 
pelayanan PTM, yang 
termuat dalam program 
POSBINDU PTM dan 
seluruh petugas 
kesehatan telah 
memiliki pembagian 
tugas, peran serta 
tanggung jawab masing-
masing.  

Tidak ada keterangan Penentuan penetapan 
peran dalam jabatan 
secara langsung 
ditentukan dan 
ditetapkan oleha kepala 
puskesmas melalui 
pemilihan tertentu.  

Tidak ada 
keterangan  

Tidak ada 
keterangan  

Dalam hal pembagian tugas 
memenuhi tugas, peran, 
tanggung jawab pengelolaan 
program di puskesmas ditetapkan 
secara langsung oleh kepala 
puskesmas disertai dengan SK 
dan kebutuhan SDM di 
puskesmas.  

Kendala Dalam hal pembagian 
tupoksi dipilih dan 
ditentukan secara 
langsung oleh kepala 
puskesmas. Namun 
pemegang program 
bertanggung jawab tidak 
hanya mengelola 1 
program namun bisa 

Tidak ada kendala Kendala terdapat pada 
sistem pendelegasian 
pihak pengurus jabatan 
terdahulu dengan 
pemegang program 
yang baru, sehingga 
memerlukan waktu dan 
adaptasi mandiri untuk 
merekontruksi, 

Tidak ada 
kendala 

Tidak ada 
kendala 

Kendala dalam hal fragmentasi, 
ialah pembagian tupoksi bagi 
pihak penanggung jawab tidak 
hanya mengelola 1 program, 
melainkan pemegang program 
memiliki tanggung jawab di 
berbagai program. Hal ini akan 
mengakibatkan optimalisasi 
pelaksanaan program menjadi 



 

 

4. Disposisi / Sikap 

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh informan Kunci 

program lainnya. Selain 
itu, amsih kurangnya 
sistem pendelegasian, 
bimbingan serta arahan 
dari pengurus jabatan 
sebelumnya pada pihak 
yang baru menjabat di 
posisi tersebut.  

mendokumentasikan 
serta menyusun 
perencanaan program 
dari awal lagi. 
Diharapkan kedepannya 
dapat diterapkan sistem 
perekrutan, pemilihan 
dan pendelegasian 
posisi penanggung 
jawab di puskesmas 
secara lebih jelas, 
terstruktur dan 
terorganisir, sehingga 
dari mulai pengelolaan, 
pelaksanaan hingga 
pendokumentasian 
dapat lebih optimal.  

kurnag fokus, karena beberapa 
program jika perlu dan dilakukan 
dalam waktu yang bersamaan, 
maka akan ada program yang 
tidak dapat diikuti hingga 
dilaksanakan oleh 1 pemegang 
program. Akhirnya ada beberapa 
pelaksanaan program yang 
tertunda bahkan tidak dapat 
terlaksana dalam waktu yang 
ditentukan.  

Disposisi / 
Sikap 

Emik (Sudut Pandang Informan Kunci) 
Etik (Sudut Pandang Peneliti) 

I1 I2 I3 

Disposisi / 
Sikap  
(Motivasi, 
Komitmen, 
Keinginan 
Reward, 
Dukungan) 

Dalam hal disposisi / sikap 
pemerintah daerah ialah berupa 
dukungan walikota dan pemerintah 
daerah  dalam bentuk   
pertanggungjawaban secara 
langsung dalam hasil capaian 
seluruh program SKPD, terutama 
kesehatan. Tentunya walikota 

Disposisi/ sikap terwujud dalam 
bentuk dukungan secara 
emosional, materi dan 
pengawasan dari kepala dinas 
kesehatan kota pada seluruh 
bidang serta pihak pengelola 
program, termasuk bidang P2PTM 
dan seksi pelayanan PTM. Dimana 

Disposisi / sikap dari seksi 
pelayanan PTM, ialah dalam 
bentuk komitmen, loyalitas, 
motivasi dan kerjasama melalui 
peran serta tanggung jawab 
masing-masing pihak yang 
berlandaskan pada moto dinas 
kesehatan kota yakni 

Disposisi/ Sikap tertuang melalui 
berbagi bentuk dukungan 
pemerintah daerah selaku walikota 
kepada seluruh pihak mulai dari 
dalam lingkup internal pemerintah 
kota khususnya BAPPEDA 
LITBANG yang menyusun 
perencanaan SKPD Bidang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beserta pihak kepentingan di 
pemerintahan kota memiliki 
motivasi dan tujuan pada visi misi 
yang sama dengan capaian SPM 
100%, termasuk dalam bidang 
kesehatan. Hal ini tertutang dalam 
setiap arah strategi, penetapan 
kebijakan dan pendekatan pada 
masyarakat dengan upaya perilaku 
kesehatan masyarakat dari 
perorangan keluarga, komunitas 
dan masyarakat. Serta didukung 
dengan modifikasi lingkungan 
hidup sehat guna mencegah dan 
mengendalikan faktor risiko dari 
hipertensi seperti lingkungan 
bebas rokok, RT sehat bebas 
hipertensi hingga kerjasama 
dengan lintas sektor untuk 
menjangkau seluruh lapisan 
sasaran khususnya penderita 
hipertensi.  

saat terjadi kendala, persoalan , 
diskusi secara internal maupun 
eksternal di lapangan, kepala 
dinas selalu berupaya menerima 
dengan bentuk feddback respon 
positif, cepat dan baik kepada 
seluruh bidang maupun pihak 
kepentingan. Tidak jarang 
keterlibatan kepala dinas 
kesehatan kota juga mendapat 
dukungan dari walikota 
Banjarmasin, seperti dalam 
beberapa kegiatan yang 
berhubungan dengan P2PTM 
dalam beberapa kegiatan 
pelatihan, seminar, pertemuan 
inovasi program, dll, setidaknya 
dalam kurun waktu minimal 1 
tahun sekali.  

TOGETHERNES. Dimana hal 
tersebut menjadi salah satu 
dorongan dalam wujud 
menjalankan tupoksi serta 
amanah yang telah diberikan. 
Dari mulai pimpinan, 
menampakkan sikap supportif 
dalam pengawasan berkala 
setiap bidang guna meningkatkan 
program prioritas, sikap positif 
untuk saling belajar, terbuka 
dalam diskusi dan dalam 
pekerjaan, serta nasihat, motivasi 
dan inovasi yang membangun. 
Selain itu dari kepala bidang 
maupun koordinator juga sama, 
semua saling berupaya 
mendukung, kompak, 
berkomitmen secara penuh 
dengan perhatian, motivasi 
hingga didukung dengan adanya 
reward. Jika terjadi kendala, 
maka hal yang akan dilakukan 
ialah berusaha melakukan 
diskusi, negosiasi serta mediasi 
guna akhirnya mencapai solusi 
dalam penyelesaian masalah 
secara berjenjang.  

Kesehatan dengan terlibat secara 
langsung dalam pertanggung 
jawaban,pelaporan dan evaluasi 
seluruh penyusunan perencanaan 
program, khususnya dalam bidang 
kesehatan, secara khusus dalam 
pelayanan hipertensi dengan 
capaian keberhasilan SPM 100%, 
didukung pula dengan berbagai 
kebijakan serta arah strategi yang 
dibuat dan ditetapkan oleh walikota 
untuk mengatasi masalah di daerah 
khususnya kesehatan dalam hal 
pelayanan hipertensi. Hal ini serupa 
dengan Sikap dan Disposisi peran 
kepala dinas, kepala bidang, dan 
koordinator P2PTM di Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin 
melalui berbagai dukungan 
emosional, material, sistem 
demokrasi yang telah terbentuk 
serta inovasi dalam evaluasi 
capaian program, yang akhirnya 
menciptakan lingkungan kerja yang 
positif seperti win win solution, 
penerimaan aspirasi secara terbuka 
dan transparan seperti mediasi, 
negosiasi hingga respon cepat 
dalam penyelesaian berbagai 
persoalan internal maupun 
eksternal program, negosiasi yang 
cukup baik dan reward yang sesuai 
bagi individu, kelompok hingga 
lembaga seperti puskesmas yang 
telah memenuhi capaian 
keberhasilan atau kinerja yang baik 
dalam pelaksanaan program yang 
dikelola.  

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 



 

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh informan Utama 

Disposisi / 
Sikap 

Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang 
Peneliti) I4 I5 I6 I7 I8 

Disposisi / 
Sikap  
(Motivasi, 
Komitmen, 
Keinginan 
Reward, 
Dukungan) 

Disposisi yang 
terdapat di 
puskesmas 
terbentuk dari sikap 
pimpinan 
puskesmas dalam 
memberikan segala 
bentuk dukungan, 
motivasi kepada 
seluruh pemegang 
program, secara 
khusus pada 
pemegang program 
PTM Hipertensi 
dalam peogram 
kegiatan dari mulai 
perencanaan, 
pelaksanaan hingga 
evaluasi, disertai 
peran sebagai 
pengawas, 
penasehat dan 
pengambil 
keputusan.  

Disposisi yang 
terdapat di 
puskesmas tertuang 
melalui dukungan 
penuh dari kepala 
puskesmas kepada 
seluruh team 
penanggung jawab 
program, khususnya 
PTM hipertensi  
dalam setiap progam 
kegiatan, diikuti peran 
serta yang baik dalam 
memberikan solusi 
jika terjadi persoalan, 
dengan sikap serta 
respon positif 
memenuhi aspirasi 
bawahannya.  

Disposisi / sikap yang 
terbentuk di 
puskesmas, lahir dari 
sikap kepala 
puskesmas sebagai 
pimpinan yang 
tertuang melalui 
kerjasama yang baik, 
komitmen, konsistensi 
dan sistem 
kepemimpinan 
demokratis 
memfasilitasi setiap 
unit dalam 
menyampaikan 
kebebasan aspirasi 
secara terbuka 
hingga mencapai 
solusi bersama.  

Disposisi dari kader 
kesehatan terwujud 
melalui motivasi 
kader kesehatan 
dalam memenuhi 
peran dan tanggung 
jawabnya, sehingga 
melahirkan pula 
berbagai sikap 
positif seperti 
kekompakan kader 
kesehatan dengan 
petugas puskesmas 
maupun tokoh 
masyarakat 
setempat serta 
masyarakat sendiri. 
Didukung juga 
dengan adanya 
apresiasi/ reward 
berupa sistem gaji 
sebagai bentuk 
partisipasi aktif 
kader kesehatan 
dalam membantu 
tenaga kesehatan 
memenuhi 
pelaksanaan  
program kegiatan 
yang 

Disposisi yang 
terbentuk dari 
kader kesehatan 
lahir dengan 
adanya 
keuntungan dan 
berbagai manfaat 
positif yang 
diterima kader 
kesehatan dalam 
perannya, serta 
dengan 
pemberian reward 
berupa gaji yang 
mendukung dalam 
pemenuhan 
fasilitasi kader 
kesehatan 
memenuhi segala 
peran dan 
tanggung jawab 
dengan lebih 
optimal. Selain itu, 
sikap dari petugas 
kesehatan yang 
secara konsisten 
dan baik dalam 
pemenuhan 
pelayanan baik 
saat program 

Disposisi/ Sikap yang 
terdapat dalam lingkup 
puskesmas terwujud dalam 
peran dari pimpinan 
puskesmas kepada selruh 
pihak penanggung jawab 
program yang termasuk 
didalamnya bidang PTM. 
Dimana peran tersebut 
menciptakan sikap 
pemimpin sebagai 
pemimpin, penasehat, 
fasilitator, pengawas dan 
support system mulai dari 
material hingga emosional, 
melalui motivasi, sistem 
demokratis salah satunya 
seperti menerima aspirasi, 
berespon secara positif dan 
terbuka, bagi seluruh staf 
dalam menjalankan serta 
mengelola programnya 
masing-masing dengan 
upaya optimal dari mulai 
perencanaan, pelaksanaan, 
hingga evaluasi secara 
berkala. Kemudian bagi 
kader kesehatan, 
mendaptakan 
disposisi/sikap melalui 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieselenggarakan 
pihak puskesmas 
untuk masyarakat. 
Sikap petugas 
kesehatan juga 
terwujud melalui 
pelayanan prima, 
keramahan petugas 
kesehatan yang 
mendukung 
pendekatan lebih 
baik ke masyarakat. 

kegiatan maupun 
dalam pendekatan 
pada masyarakat. 
Akhirnya 
berdampak pada 
sikap masyarakat 
yang terlibat 
dalam program 
merasa lebih 
antusias dalam 
mengikuti 
program kegiatan 
yang 
diselenggarakan 
puskesmas, 
khususnya dalam 
kegiatan 
POSBINDU PTM, 
penyuluhan, 
konsultasi, dll.  

pemberian reward yang 
diterima sebagai salah satu 
bentuk apresiasi dari peran 
kader kesehatan terlibat 
dalam melaksanakan 
program kesehatan 
khususnya melalui 
POSBINDU PTM, yang 
tentunya disisi lain sikap 
potitif yang tercipta juga 
didukung dengan sikap 
petugas kesehatan yang 
memperlakukan kader 
kesehatan dan masyarakat 
dengan pelayanan ramah, 
optimal dan ini 
menghasilkan kepuasan 
masyarakat dalam hal 
pemenuhan pelayanan 
pelaksanaan program baik 
di puskesmas, saat 
kegiatan POSBINDU PTM, 
dan kegiatan kesehatan 
lainnya.  

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 



 

c. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi 

berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh informan Pendukung  

Disposisi / Sikap 
Emik (Sudut Pandang Informan Utama) 

Etik (Sudut Pandang Peneliti) 
I9 I10 

Disposisi / Sikap  
(Motivasi, 
Komitmen, 
Keinginan 
Reward, 
Dukungan) 

Disposisi yang tertuang dari masyarakat ialah 
bahwa petugas kesehatan memiliki sikap 
pelayanan yang baik dalam pemenuhan 
program kesehatan yang diadakan untuk 
masyrakat seperti ramah dalam pelayanan.  

Disposisi yang tertuang dari masyarakat ialah 
adanya motivasi, keinginan dan kepatuhan dalam 
mengikuti program perawatan serta pengobatan 
hieprtensi secara berkelanjutan dari penederita 
hipertensi sendiri, seperti rutin berobat dan 
melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri 
ke puskesmas terkait keluhan atau masalah 
kesehatannya akibat hipertensi. Sikap lainnya juga 
tertuang melalui komitmen penderita hipertensi 
dalam pemenuhan keseahtan mencegah dan 
mengendalikan penyakit hiperensi dengan patuh dan 
tidak mengkonsumsi obat diluar resep dokter. 
Didukung pula dengan sikap petugas puskesmas 
dalam memberikan pelayanan prima untuk 
membantu, memfasilitasi dan melaksanakan 
program kegiatan.    

Disposisi yang terwujud di lingkup 
masyarakat ini lahir dalam bentuk kepuasan 
terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh 
petugas kesehatan terhadap pelaksanaan 
program kesehatan. Dimana melalui 
kepuasan tersebut pula lahir motivasi yang 
mendorong keinginan sebagian besar 
masyarakat terlibat dalam pelaksanaan 
program pencegahan dan pengendalian 
hipertensi seperti melalui kegiatan 
pemeriksaan kesehatan mandiri berkala di 
puskesmas dan kegiatan POSBINDU PTM di 
lingkup masyarakat.  

Kendala Kendala  yang dihadapi masyarkat ialah, 
masih kurangnya motivasi, keinginan dan 
kesadaran untuk terlibat dalam program 
kegiatan kesehatan, seperti POSBINDU PTM 
dan atau penyuluhan, dikarenakan waktu 
pelaksanaan kegiatan yang dimana, pada 
waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari 
dan jam kerja. Sehingga perlu adanya upaya 
dalam penyesuaian waktu agar diharapkan 
masyarakat yang bekerja dapat mengikuti 
pelaksanaan program kegiatan yang 
diselenggarakan.  

Kendala yang dihadapi khususnya bagi masyarakat 
penderita hipertensi ialah komitmen dalam mematuhi 
pola hidup dan diet hipertensi sesuai  himbauan 
CERDIK dan PATUH. Hal ini dikarenakan 
masyarakat yang didorong oleh kebutuhan 
pemenuhan nutrisi dan gaya hidup sangat 
dipengaruhi kuat oleh budaya, dukungan keluarga, 
jenis makanan khas di daerah Banjarmasin yang 
dimana jenis makanan ini menjadi makanan pokok 
namun bahannya dapat mendukung faktor risiko 
dalam menyebabkan penyakit hipertensi. Adapun 
jenis makanan khas tersebut antara lain berjenis 
santan, asin, makanan olahan fermentasi yang 
semua ini menjadi makanan pokok bagi masyarakat 
di kota Banjarmasin.  

Kendala terkait disposisi/ sikap yang dialami 
dari sisi masyarakat sebagai sasaran 
program ialah adanya sebagaian masyarakat 
secara individu berupa kurangnya kesadaran, 
motivasi/ keinginan dan kepatuhan dalam 
pelaksanaan program pencegahan serta 
pengendalian hipertensi baik secara mandiri 
seperti pemeriksaan kesehatan rutin/ berkala 
baik bagi penderita hipertensi maupun yang 
belum menderita hipertensi. Begitu pula 
dengan keterlibatan sasaran dalam program 
kegiatan POSBINDU PTM. Pada akhrinya hal 
ini juga menciptkan presepsi, perilaku dan 
komitmen individu dalam pemenuhan 
kebutahan kesehatan khususnya hipertensi.  



 

Lampiran 14 : SOP Manajemen Hipertensi di Puskesmas di 
Banjarmasin 

 

 
   

 
 
 

 

Hipertensi  

 

 
 

SOP 

No. Dokumen : 

No. Revisi    :    

Tgl. Terbit   : 

Halaman :            

PUSKESMAS 

…………………….  

Koordinator Program 

NIP…….. 

Pengertian Hipertensi (Tekanan darah Tinggi) adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. 
Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang 
abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko stroke, aneurisma, 
gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan ginjal. 

Tujuan Sebagai acuan dalam penatalaksanakan hipertensi dan mencegah terjadinya komplikasi 
untuk semua pasien yang menderita hipertensi  yang datang di Unit Pelayanan Umum 
puskesmas  

Kebijakan SK Kepala Puskesmas  

Referensi 1. Joint National Committee (JNC)-8  guidelines 2014 
2. Pedoman penanganan hipertensi pada kasus kardiovaskular-Perhimpunan dokter 

spesialis kardiovaskular Indonesia (Perki) 2015 
3. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2, ed 6, Interna Publishing. 2014 
4. Pedoman Pengobatan dasar di puskesmas, 2007, Depertemen Kesehatan RI 

Alat dan Bahan 1. Alat 
a. Tensi meter 
b. Stetoskop 
c. Thermometer 

2. Bahan 
a. Buku status pasien Unit Pelayanan Umum / Family folder 
b. Lembaran resep 
c. Form resep  
d. Form laboratorium 
e. Form rujukan eksternal dan internal 
f. Buku register rujukan pasien 

 

Langkah-langkah 

1. Petugas kesehatan Melakukan pengukuran 
tekanan darah dan mencatat dalam buku status 
pasien.  

2. Petugas kesehatan melakukan anamnesa 
terhadap pasien:  
a. Onset menderita hipertensi,  
b. Riwayat penyakit hipertensi  dalam 

keluarga  
c. Faktor resiko dan komplikasi:  DM, 

dislipidemia, penyakit ginjal, penyakit 
serebrovaskular, penyakit arteri perifer, 
PJK, gagal jantung, endokrin,  

                

 

 

 

 

 

 



 

d. Kebiasaan merokok, kebiasaan makan, 
pekerjaan, pola tidur, stressor, jenis 
kepribadian, aktivitas fisik 

e. Adakah rasa sakit kepala, mimisan, 
pusing, rasa berat ditengkuk, visus/defek 
penglihatan, kesemutan/baal/kelemahan 
di wajah, tangan atau kaki, cadel, sulit 
menelan, nyeri dada, sesak, berdebar, 
nyeri pinggang, urin, tremor, keringatan, 
perubahan mendadak berat badan, mual, 
muntah,    

3. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan 
fisik.  

a. Melakukan pemeriksaan kesadaran, kognitif, 
kecemasan, IMT  

b. Melakukan pemeriksaan struma, trakea, bising 
karotis, denyut jugular atau karotis 

c. Melakukan pemeriksaan thorax, pulmonal dan 
cor  

d. Melakukan pemeriksaan abdomen, hepar, lien, 
renal, ascites, bising, vena kolateral  

e. Melakukan pemeriksaan punggung, pinggang, 
dan ekstremitas (tonus, motorik, sensorik, 
refleks, pulsasi arteri perifer, edema, sianosis)  

4. Petugas kesehatan memberikan himbauan dan 
penerapan program pencegahan dan 
pengendalian hipertensi melalui penerapan pola 
hidup CERDIK dan PATUH merupakan salah satu 
langkah dalam pencapaian program kesehatan 
yang dibuat agar masyarakat terhindar dari 
Penyakit Tidak Menular, terutama pada kasus 
Hertensi. CERDIK adalah singkatan dari cek 
Kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, 
rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan 
kelola stress. Sedangkan, pada program  PATUH 
yang dibuat untuk pasien penyandang PTM agar 
penyakit tidak menimbulkan prognosis yang 
buruk hingga, guna mengurangi dan 
meminimalisisr komplikasi, serta agar hipertensi 
menjadi tetap terkontrol kesehatannya secara 
holistik dan komprehensif. PATUH merupakan 
singkatan dari Periksa Kesehatan secara rutin 
dan ikuti anjuran dokter, Atasi Penyakit dengan 
pengobatan yang tepat dan teratur, Tetap diet 
dengan gizi seimbang, Upayakan aktivitas fisik 
dengan aman dan Hindari asap rokok, alkohol 
dan zat karsionegenik (Kemenkes, 2019). 

 

Penatalaksanaan 

Sasaran tekanan darah: 

Usia < 60thn tanpa komorbid:  <  140/90mmHg 

Usia > 60thn tanpa komorbid: < 150/90mmHg 

Dengan DM/GGK/CHF: <  140/90mmHg 

Dengan PJK/disfungsi sistolik: <130/90mmHg 

Dengan PAD: <140/90mmHg 

Bagan alir 

 

 

Dokumentasi hasil di rekam medik 

Melakukan anamnesa hipertensi, 

keluarga, stresspr, faktor resiko, 

komplikasi, gejala alarm 

Melakukan pemeriksaan fisik, 

EKG (jika diperlukan) 

Konseling dan terapi 

Analisa anamnesa, 

pemeriksaan fisik, 

ekg, laboratorium, 

hasil penunjang 

yang dibawa 

Dokumentasi rekam 

medik pasien 

Rujuk internal: gigi, 

usila, olahraga, gizi 

Pengukuran tekanan darah 

, berat badan, tinggi badan, 

lingkar perut 

Rujukan eksternal 

Apotek 



 

 

 

Non medikamentosa:  

Penurunan berat badan hingga mencapai IMT normal 
18,5-23; diet kaya buah, sayur, serat, kalium, kalsium, 
rendah lemak kalori, diet rendah garam; aktifitas fisik 
aerobik/gaya hidup aktif, mengurangi kecemasan, stress, 
hentikan rokok/alkohol 

Medikamentosa: 

Pasien HT tanpa komorbid: mulai dosis kecil ACEI/ARB 
atau CCB dhp atau diuretik tiazid 

Pasien DM &/ginjal: mulai dengan dosis kecil  diuretik 
tipe tiazid atau ACEI/ARB atau CCB dihidropiridine 
(dhp) 

Pasien gagal jantung: mulai dengan dosis kecil ACEI/ARB 
atau betablocker selektif (BB) atau mineralocorticid 
receptor antagonist (MRA) atau diuretik 

Pasien PJK: mulai dengan dosis kecil ACEI/ARB atau BB 
atau diuretik tiazid atau CCB dhp 

Pasien PAD: mulai dengan dosis kecil ACEI/ARB atau BB 
selektif 

 

Evaluasi tiap 2-4 minggu: 

Optimalkan nonmedikamentosa dan titrasi dosis atau 
kombinasikan jenis obat jika belum berhasil 

Petugas Melakukan rujukan jika memenuhi kebijakan 
kriteria rujukan . 

2. Unit terkait 1. Poli Umum 
2.. POSBINDU PTM / POSYANDU LANSIA 

3. Dokumen terkait 1. Status pasien Unit Pelayanan  umum  

2. Lembaran resep  

3. Form resep umum luar  

4. Dokumentasi kegiatan/ program (foto) 

5. SK Pihak pelaksanaan program  



 

 Lampiran 15 : BUKTI DOKUMENTASI KEGIATAN  PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Lampiran 16  : CURRICULUM VITAE 

 

A. Nama    : Sally Pobas 

B. Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 06 Januari 1997 

C. Agama    : Katolik 

D. Status    : Mahasiswa 

E. Indentitas Keluarga   : 

1. Nama 

a. Ayah   : Zakarias Pobas 

b. Ibu   : Selviana Agustina 

2. Pekerjaan  

a. Ayah   : Petani 

b. Ibu   : Ibu RT 

F. Alamat    : Jl. Guntung Manggis No. 112 

…………………………………..Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 

G. Riwayat Pendidikan  : 

1. TK    : TK Xaverius Baturaja Provinsi Sumatera 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh   Selatan ( 2001 s/d 2003) 

2. SD    : SD Xaverius I Baturaja, Sum-Sel  

……………………………. (2003 s/d 2009) 

3. SMP   : SMP Xaverius Baturaja , Sum-Sel 

…………………………… (2009 s/d 2011) 

4. SMA   : SMA Frater Don Bosco Banjarmasin 

……………………………. (2011 s/d 2014) 

5. S1/ Profesi Ners  : STIKES Suaka Insan Banjarmasin (2014 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh     s/d 2019) 

6. S2     : Universitas Hasanuddin Makassar 

………………….            (2020-2023) 

H. Riwayat Publikasi Ilmiah :   

Pobas, S., Chrismilasari, L. A., & Warjiman, W. (2018). 

Evaluasi Timbang Terima Pasien Oleh Perawat Di Ruang Rawat Inap 

Rumah Sakit. Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI), 3(2), 1-9. 

https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.114  
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